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BUPATI BOYOLALI 

PROVINSl JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLAU 

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERJAN TAWBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAl NEGERl 
SIPIL PA0A PEMERINTAH KABU PATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 
Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 13 tahun 
2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangai^ 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ccmang Peru bah an Kedua 
Ataa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Boyolali tentang Pemberian Tambahan 
Pcnghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada 
Pcmerintah Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
F^embentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propin si Djawa Tengah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 42);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286);

3. Undang-Undang
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4.

5,

6.

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 lentang 
Pcrbcndaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 centang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038),
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lenteng 
Aparalur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang 
Pemehntahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah 
diubah beberapa kali lerakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 lentang 
Perubahan Kedua Aias Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 centang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679];
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
teniang Disiphn Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135);
PcralUTHJi Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 
tcniang Pcnilaian Prestasi Keija Pegawai Negeri 
Sipli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5258);

10. Peraturan Pemcriniah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambnltan Lembaran Negaia Republik Indonesia 
Nomor 5887);

7.

8.

9,

11. Peraturan
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11. Peraturan Pemcrimah Nomor II Tahun 2017 
lenuing Manajemcn Pegawai Negeh Sipil 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 63, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 
Tahun 2007 ten tang Pcngelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten BoyoIaJi Tahun 2007 
Nomor 4, Tambahan lcmbaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 7 Tahun 93) scbagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Alas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 176);

13. Peraturan Daerali Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 ccniang Peml)cntukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
BoyolaJi Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 
Lcmbaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
Anggaran 2018 (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2017 Nomor 12);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerali scbagaimana tdah diubah beberapa kali 
tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Acas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Bcriia Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Mcnieri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pern benlukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas 
dan Pungsi serta Tala Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Boyolali (Bcrita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);

18. Peraturan Bupali
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18. Peraturan Bupad BoyolaJi Nomor 6 Tohun 2017 
tentang Pedoman Penatausahaan Pdaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah 
Kabupatcn Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Bpyolali Tahun 2017 Nomor 6);

Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATl BOYOLAU TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA 
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN BOYOLAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pcmcrintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyclenggara 

Pemeriniahan Daerah yang memimpin pdaksanaan urusan 
Pcmcriniahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pegawai Negeri Sipil yang sdanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara sccara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pcmcriniahan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Penvakilan Rakyai Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6- Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada 
Pemerintah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat TPP 
adalah penghasilan di luar gaji menurut keientuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diuboh beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kelujuh Belas Alas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil, dan lunjangan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri 
Sipil yang diberikan guna meningkatkan kualilas pelayanan 
kepada masyarakai, meningkatkan kesejahicraan PNS,

kinerja, dan integrilas PNS, dan 
administrasi pengelolaan keuangan

meningkaian disiplin, 
meningkatkan tertib 
daerah.

7. Satuan Kerja

i
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8.

9.
10.

7. Seiuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah Kabupaten Boyolali 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah Pcrangkat Datrah pada 
Pemeriniah Daerah selaku pcn^una anggaran/pengguna 
barang, yangjuga melaksanakan pengelola an keuangan daerah. 
Saluan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada pcmcrintah dacrah selaku 
pengguna anggaran/penggvina barang,
Inspektorat adalah inspektorat Dacrah Kabupaten Boyolali. 
Pengawasan Pcnyelenggaraan Urusan Pemcrintahan di Daerah 
yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi 
tugas, tanggungjawab. kewenangan dan hak penuh olch pejabat 
yang beru'enang unluk melakukan kegiatan pengawasan atas 
penyelcnggaraan teknis urusan pemcrintahan di Daerah^ di luar 
pengawasan keuangan sesuai keieruuan pcraluran perundang* 
undangan.

11. Badan Keuangan Dacrah yang selanjutnya disingkat BKD 
adalah Badan Keuangan dacrah Kabupaten Boyolali.

12. TPP Statis adalah tambahan penghasilan berupa bobol risiko 
dan langgung jawab jabatan untuk masing-masing golongan 
dengan memportimbangkan kehadiran PNS dan hasil aiau 
capaian kinerja {performance mdex) untuk masing-masing PNS

13. TPP Dinamis adalah tambahan penghasilan yang memuat peran 
perencanaan, pengelolaan keuangan dan pcngelolaan barang 
daerah, pengadaan barang/jasa, dan peran koordinasi seluruh 
Perangkat Daerah dan kewilayahan dan/aiau tugas percepaian 
peiaksanaan visi dan misi Pemeriniah Daerah,

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat 
PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan.

15. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMP adalah 
BMD Pemerintah Kabupaten Boyolali.

16. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disebut SIMDA adalah sistem informasi 
terkomputerisasi yang berbasis data {data basef yang dapat 
beijalan di atas jaringan komputer milik Pemeriniah Daerah 
dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah secara terinicgrasi.

17. Sistem Informasi dun Manajemen Qbyek Pajak yang selanjutnya 
disebut SISMIOP adalah sistem adminislrasi yang 
mengintegrasikan seluruh peiaksanaan kegiatan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan Perkotaan berbasis kompuler, mulai 
dari pcngumpulan data, pemberian idenlitas, pemprosesan, 
pemeliharaan, sampai pencctakan hasil keluaran.

18. Kelompok Kerja
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18. Kelompok Kerjs yang selanjutnya disingkat Pokja adalah 

kelompok kerja yang bcrtugas melaksanakan pengadaan 
barang/jasa pemerinlah yang dibentuk oleh Kepala Pcrangkat 
Daerah.

19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya 
disingkat LPSE adalah layanan pengadaan barang/jasa 

pemerintah yang dilakukan dengan sisiem elektronik.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugaa pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pcjabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan 
sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD.

22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah 
unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis 
opcrasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada 
Dinas Daerah.

23. Jdbatan struktural adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak 

seorang Pegawai Negen Si pi) dalam rangka memimpin suatu 
satuan organisasi negara.

24. Eselon adalah cingkatan jabaian struktural;
25. Jabaian adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN 
dalam suatu satuan organisasi;

26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang bensi 
fungsi dan tugas bcrkaiian dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan kecerampilan leriemu;

27. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki 

Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasa) 2
Pemberian TPP bertujuan untuk:
a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakai;
b, meningkatkan kcscjahtcraan PNS;
C. meningkatan disiplin, kinerja, dan inlegrilas PNS; dan
d, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan 

daerah.

Pasal3
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Pasal 3
Ruang lingkup TPP diberikan kepada PNS.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAJ NEGERl SIPIL

Pasal 4
Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan:
a. TPP Statis berupa bobot risiko dan tanggung jawab jabatan 

dengan mempertimbangkan golongan;
b. TPP Dinamis berupa Pcran Penatausahaan Keuangan dan 

Barang, Peran Tertentu pad a beberapa SKPD; dan
C- TPP Operasional berupa Peran pelaksanaan tugas/kegiaUin di 

luar tempat kedudukan.
Pasal 5

(1) Bobol risiko dan langgung jawab jabatan scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dinilai berdasarkan jabatan 
PNS yang terdiri atas:
a. Jabatan Struktural;
b. Jabatan Fungsional Tenentu; dan
c. Jabatan Fungsianal Umum.

{2) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas:
a. Eselon II a;
b. Eselon II b;
c. Eselon III a;
d. Eselon HI b;
e. Eselon IV a; dan
f. Eselon IV b.

(3) Pejabat dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jabatan fungsional 
tertentu yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(4) Pejabat dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Scaf Kclompok 1 yang terdiri dari:

1. Pramu Bakti;
2 - Pramu Tama n / Kebun;
3. Pramu Kebersihan;
4. Juru Pungut/Penagih/Penindak;
5. 0 pera tor / Pe tugas;
6. Pengadministrasi;

7. Pengemudi.......
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7. Pcngemudi; dan
8. Petugas Keamanan.

b. Staf Kelompok 2 yang terdiri dari:
1 - Penyusun Rancangan / Rencana/Anggaran/ Risalah / Laporan / 

Bahan / Ben ta/ Program / Pom binaan;
2. Pranata;
3. Notulis Rapai;
4. Petugas Penindakan;
5. Perancang Sarana Prasarana;
6. Pemclihara Sarana Prasarana;
7. Pengdola;
8. Verifikator;
9. Analis;
10. Penguji;
11. Penyuluh;
12. Koordinator;
13. Inspektur Sarana dan Prasarana;
14. Pemeriksa;
15. Pengawas; dan
16. Pengendali Jaringan.

c. Staf Kelompok 3 yang terdiri dan:
1. Ajudan dan Sekretaris (Pimpinan) Bupati dan Wakil 

Bupati;
2. Petugas Proto kol; dan
3. Bcndahara.

PNS yang diperbantukan di instansi lain yang terdiri dari:
a. Badan Amil Zakat; dan
b. Panitia Pengawas pemilu.

Pasai 6
(1) Golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4 huruf a terdiri 

atas:
a. Golongan IV;
b. Golongan III;
c. Golongan II; dan 

d- Golongan 1.

BAB IV
TPP STATIS DAN TPP DINAMIS 

Bagian Kesatu 

TPP Statis

Pasai 7
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Pa sal 7
Indikator TPP Stalls sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
a terdiri atas:
a. kehadiran PNS dalam jam kerja yang dilelapkan oleh Bupati 

sesuai keiemuan peraturan perundang-undangan dcngan 
besaran pembcrian TPP paling tinggi sebcsar 50% (lima 
puluh perseraius) dari bcaaran TPP Slalis; dan

b. basil atau capaian kinerja (performance index) uniuk 
masing-masing PNS dengan besaran pembcrian TPP paling 
tinggi sebesar 50% (lima puluh perscratua) dari besaran TPP 
Stalks.

Pasal «
(1) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

dinilai dengan prosenlase kehadiran PNS selama 1 (satu) 
bulan.

(2} Ketidakhadirun PNS mengurangi TPP Sialis.
(3) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

ketidakhadiran PNS dalam Jam kerja.
(4) Dalam hai PNS meninggalkan lugas puda jam kerja bukan 

karena menjalankan lugas kedinasan, maka lama waktu 
meninggalkan tugas puda jam kerja tersebut diperhitungkan 
secara kumulalif scliap 7.5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 
(saiu) bulan dihiiung cidak masuk kerju 1 (salu) harl.

(5) Pengurangan TPP Slatis karena ketidakhadiran PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). diperhilungkan 
sebagai berikut;
a. pengurangan 2,5% (duu komo lima perseraius} dari TPP 

Siaiis uniuk seiiap 1 (salu} had kelidakhadiran bagi PNS 
Perangkai Daerah aiau UPf yang melaksanakan 5 (lima) 
ban kerja, dan

b. pengurangan 2% (dua perseraius) dari TPP Slatis uniuk 
setiap 1 (salu) ban ketidakhadiran bagi PNS Perangkat 
Daerah aiau UPT yang melaksanakan 6 (cnam) hari kerja.

(6) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
diperhilungkan puling banyak 50% (lima puluh perseraius) 
dari besaran TPP Stalls.

(7) Pengurangan TPP Statis bag! PNS yang tidak masuk kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lidak berlaku pada hari 
yang ditctapkwn sebagai culi bersama oleh Pcmcnnlah, cuti 
besar, cuti tahunan, curl sakii, cuii melahirkan, culi karena 
alasan pcniing sesuai kclcncuan peraturan perundang- 
undangan dan bagi PNS yang turun pikeU

Pasal 9
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(1) Hasil utmi capaian kinerjfl {perfnr7nf2nce index) untuk masing- 

masing PNS sf'bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
diniiai dcngan predikal dan krircria sclama I (salu) bulan 
yang diaiur sebagai berikuf:
a. predikal San gar Baik, drngan krileria rata rata capaian 

kincrja Icbih dari atau satrui dcngan 91% {scmbilan puluh 
swiu perseraius), diborikan TPP Stalls sebesar 100% 
(seraius perseralus) dari bcsaran pcmberian TPP basil 
alau capaian kinerja [performance inrfeir);

b. predikal Baik> dcngan kriiena rata-raia capaian kineija 
Icbih dan atau sama dcngan 76% (lujuh puluh enani 
perseraiusl «impai dcngan kurang dari 91% (sembilan 
puluh saiu pcrscraius), sebesar 100% (seraius perseratus) 
dari besaran pemberian TPP hasil aiau capaian kincrja 
[fipr/orrnance index)',

c. predikal Cukup, dcngan krileria capaian kincrja lebih dari 
atau sama dcngan 61% (enam puluh salu perseratus) 
sampai dcngan kurang dari 76v0 (tujuh puluh enam 
perseratus). sebesar 75% (lujuh puluh lima perseratus) 
dari bcsaran pemberian TPP basil atau capaian kinerja 
[performance index)',

d- Predikal kurang. dcngan krileria capaian kinerja Icbih 
dari atau sama dengan 5)% (lima puluh satu perseratus) 
sampai dcngan kurang dari 61% (enam puluh saiu 
perseratus), diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh 
perseratus) dari besaran pemberian TPP basil atau 
capaian kinerja [performance mdf?x); dan 

e. predikal Sangai Kurang, dcngan kritcria capaian kincrja 
kurang dari 51% (lima puluh satu perseratus), diberikan 
TPP seboaar 25% (dun puluh lima perseratus) dari besaran 
pemberion TPP basil atau capaian kinerja [performance 
index).

(2) Untuk tnenenlukan hasil atau capaian kincrja [performance 
index] uniuk masing-maaing PNS maka bcrlaku ketentuan:
a. hagi Kepaia Perangkat Dacrah sebagai pcnyelenggaraan 

Sistem Akuntabililas Kmerja Insiansi Pcmcrimahan, 
berkewajiban menyusun Perjanjian Kincrja Perangkat 
Uaernh dan memfasiliiasi penyusunan Perjanjian Kinerja 
bawa ban;

b- bagi Pejabat Struklural membuat Perjanjian Kineija 
Esclon II, Rsdon III, dan F.sclnn IV;
bagi Jabatan Fungsionol Umum dan Jabacan Fungsional 
Tertcnlu mcmbual Perjanjinn Kinerja Pegawni; dan 

bag! Kelampok Jabalan Fungsinnal Tenentu, dalam 
menyusun Perjanjian Kincrja Pegawai diawali dcngan 
menyusun Perjanjian Kmerja Kclompok.

(3) Perjanjian Kmerja untuk masing masing PNS dibuai I (satu) 
tahun 1 (satu) kali.

(4) Khusus.......

c.

d.
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(4) Khusus untuk Kcpala Perangkat Dacrah, dalam menyusun 
Perjanjian Kineija harus mencantumkan Pembuaian Rencana 
Tindak Pcngendalian yang ditai^ctkan pada bulan Januari 
sebagni saiah satu bagian yang diperjanjikan.

(5} Dalam hal tertenlu Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapai dilakukan pcrubahan, yaitu dalam hal:
a. Cerjadi pergantian atau mutasi pejabat sirukiural, jabatan 

fungsional umum, dan/atau jabatan fungsional lertentu;
b. adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi 

pencapaian uijuan dan sasaran yaiiu program, kegiatan, 
dan aiokasi anggaran; dan/atau

c. terdapat perubahan priohtas aiau asumsi yang berakibai 
secara aignifxkan dalam proses pencapaian tujuan dan 
sasaran.

(6) Sebagai lindak lanjul penyusunan Perjanjian Kinerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). maka dibuai rcncana 
aksi kinerja Perangkat Dacrah dan kclompok Jabatan 
Fungsional Tcrtenlu seiiap 1 (saiu) tahun sekali.

(7) Dalam hal icrdapat perubahan Perjanjian Kineija sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) maka dapat dilakukan perubahan 
terhadap rcncana aksi kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6).

Pasal 10
(1) Besaran TPP Statis untuk masing-masing jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran 1 
yang merupakan bagian tidak lerpiaahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

(2) Formal perjanjian kineija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (2) tercanium dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

(3) Formal rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (6} tercanium dalam Lampiran 111 yang merupakan 
bagian lidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua 

TPP Dinamis 

Pasal 11
(1) TPP Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, 

meliputi:
a. peran perencanaan;
b. peran pengclolaan keuangan dan pengelolaan barang 

dacrah;
c. peran pengadaan barang/jasa;
d. peran koordinasi kebijakan Daerah;

c. peran
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a.

b.

t. peran tata kslola kewUayahan;
f. peran visi siraicgis;
g. peran lava nan dasar keswhatan;
h. peran lay an an dasar pendidikan; aiau
i. peran mendukung pelaksanaan lugas dan fungsi DPRD,

(2) Peran Perencanaan seb^aimana dimaksud poda ayal (I) huruf 
n dilaksanakaji oleh Percnccina di Pcrangkal Daerah dan 
ditetapkan 1 {saiu) orang pers<'nil umiik masing-masing SKPD.

(3) Peran Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Daerah 
sebagaimana dimaksud padu ayar (1) huruf b mclipuli Peran 
yang dilaksanakan oleh;

SeknHaris Daerah selaku koordinator pengelola kcuangan 
daerah diieiapkan I (saiu) orang pcrsonil;
Peran PNS Badan Keuangan Daerah selaku SKPKD berlaku 
keientuan sebagai berikut:
1. Bendahara Umum Daerah dilelapkan 1 (satu) orang 

personil;
2. Kuasa BUD ditetapkan 6 (enam| orang personil;
3 PPK SKPKD ditetapkan I (satu) orang personil;
4. Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian ditetapkan 18 

(dclapan be I as) orang personil;
5. Pembantu PPK SKPKD ditelapkan 1 (satuf orang 

pcrsonil;
6. Bcndahara Pengeluaran SKPKD ditetapkan I (satu) 

orang personil;
7. Pembanfu Bcndahara Pengeluaran SKPKD ditetapkan I 

(saiu) orang personil;
8. Bcndahara Penerimaan SKPKD <liietapkan 1 (satu) orang 

personil;
9. Pembantu Bendahara Penerimaan SKPKD ditetapkan 1 

(satu) orang personil, Admin Simda Kcuangan SKPKD 
dilelapkan 1 jsatu) orang fpersonil;

10. Admin Simcla KeuangaJi SKPKD dan Penyusun Anggaran 
ditetapkan I (sacu) orang pcrsonil;

H-Admin SIMDA BMD SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang 
personil;

12. Admin Pengelola Jaringan ditetapkan 1 (satu) orang 
personil;

13. Admin SIMDA BMD SKPKD dan Admin Pengelola Jaringan 
ditetapkan 1 (satu) orang personil;

14. Admin SIMDA Cxaji SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang 
personil;

15. Admin SIMDA Gaji SKPKD dan Penitis dilelapkan 1 (satu) 
orang pKtrsonil;

16. Admin......
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c.

16. Admin Simda Pendapatan dilctapkan I (satu) orang 
person il;

17. Admin SlSMIOPditctapkan 1 (satu) orang person il;
18. Fern bantu Admin SIMDA Kcuongan ditetapkan 1 (sHtu) 

onuig pcrsonil;
19. Pemlxintu Admin SIMDA Keuangan dan Rckonsiliator 

diielapkan I (saiu) oning personil;
20. Pemhonru Admin Simda BMU dkeiapkan I (saru) orang 

pcrsonil;
21. Pembantu Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang 

personil;
22. Penyimpan Barang SKPKD ditetapkan I (satu) orang 

pers( mil;
23. Pern bantu Pengurus Darang l^cngelola ditetapkan I (satu) 

orang personil;
24. Pemiis ditetapkan 7 (lujuh) orang pcrsonil;
25. Rckonsiliator Bidang Akuntansi ditetapkan 5 (lima) orang 

personil;
26. Rckonsiliator Borang Milik Dacrah diteUspkan 2 (dua) orang 

pcrsonil:
27. Rckonsiliator Kas Dacrah ditetapkan 1 (satu) orang 

persiinil;
28. Pen>'usun Anggaran ditetapkan 1 (saui) orang personil;
29. Adminlsu*asi Anggaran ditetapkan 2 (dua) orang personil;
30. PengHola Dana Bantuan ditetapkan I (satu) orang perwmil; 

dan
31. Administraior Dana Transfer ditetapkan 3 (orang) orang 

personil.
SKPD, UPT atau Kelurahan dun Koordinator Wilayah
Pendidikan Kecamatan yang melaksanakan Reran
Pengeloiaan Keuangan dan Pcngelolaan Barang Daerah
yaitu berlaku krientuan sebagai berikut;
1. PengRuna Anggaran diinapkan 1 (satu) orang 

personil di masing-masing SKPD;
2. Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan 1 (satu} orang 

pcrsonil padn maaing-masing UPT aiau Kelurahan;
3. Pejabai Penntausahaan Kctiangan ditetapkan 1 (satu) 

orang pcrsonil di masing-maainR SKPD dengan 
kcteniuan
a) pada Sekretariat Daerah dijabai oleh KepaJa Bagian 

yang membidangi kcuangan;
b) pada Sekretariai Dowan Penvakilan Rakyat Dacrtih 

dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi 
kcuangan;

c) pada Perangkat daerah sclain Sekrelariat Daerah 
dan Sekrelariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dijabai oleh Sekretaris;

d) pada UPT.......
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d) pada UPT atau koordinutor wilayah di jabat oleh staf 
yanR diberi kcwemirigan sdaku Pcjabai 
PcnalAuaahaan Keunngan sfsuai kelcntuan 
pcraluran porandang-unciangan; dan 

pada KHurahan dijabai oleh Sc k re laris Kelurahan.
4. Pemba mu Pejabat Penatatisuhaan Kcuangan ditelapkan 

1 (satu) orang pcrsonil di masing-masing SK'PD;
5- Pejabat Pclaksana Teknis Kcgiataji ditciapkan nmksimai 

sejumlah Eselon IV;
6. Pemba ntu Aciministrasi Keurmgan ditetapkan maksimal 

1 {satu I orang personil unluk masing-masing 
Bidang/Bagian;

7. Bendohara Pencrimaan ditetapkan I (satu) orang
perstmil di masing-masing SKPD Pcndapaian;

8. Benda ha ra Pengduaran diictapkan I (satu) orang
personil di masing-masing SKPD;

9. Pemba ntu Bcndahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) 
orang poraonii di masing-masing SKPD;

10. Bcndahara Pengduarnn Pembaniu ditetapkan \ (satu) 
orang pcrsonil di inasing-masing DPT atau Kelurahan;

11. Bcndahara Pcncrimaan Pembaniu ditetapkan I (satu) 
orang personil di masmg-masing UPTD Pendapaian;

12. Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang 
personil di masing-masing SKPD/UPT;

13. Pembaniu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 
(satu) orang pcrsonil di masing-masing SKPD/ UPT; dan

14. Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan 1 
(satu) urang pcrsonil di masing-masing UPT.

(4) Pc ran Pengadaan Barang dan .)asa sebagaimana dimaksud pada 
ayat |1) huruf v mcHputi peran yang dilaksanakan oleh: 
a. SKPD, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Wilayah 

Pendidikan Kccamalan yang mdaksanakan Peran Pengadaan 
dengan kotcncuan sebagai berkui:
1, PPKom ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing 

SKPD yang dijabat oleh;
a) diutamakan Pejabat Esclon 111/II pada SKPD yang 

dipimpin esclon II:
b) diulamakan Pejabat Esclon IV/Hl pada SKPD yang 

dipimpin esclon III;
c) diutamakan Pejabat Esclon IV/dFU pada UPT atau 

Kelurahan; dan
d) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kuang 

ditetapkan sejumlah Pejabat Eselon HI kecuali 
Sekreiaris.

2. Pejabat.......
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2. Pejabat Pengadaan ditetapkan I (satu) orang personil
di masing-masing SKPD, dengan pcngecuaiian sebagai
berikut:
a) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang;
b) pada Dagian yang membidangi Pengadaan 

Barang/.Jasa Pemerintah pada Sekreiariat Daerah 
ditetapkan paling banyak 7 (lujuh) orang;

c) pada Badan Keuangan Daerah ditetapkan 2 (dua) 
orang yaitu 1 (satu] orang untuk pengadaan selaku 
SKPKD dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku 
SKPD; dan

d) pada Dinas Kesehalan ditetapkan 2 (dua) orang 
yailu 1 (satu) orang untuk pengadaan obat, bahan 
habis pakai, dan alat kesehatan dan 1 (satu) orang 
untuk pengadaan selain obat, bahan habis pakai, 
dan alat kesehatan,

3, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berlaku ketentuan
sebagai berikut;
a) Untuk nilai pekerjaan sampai dengan 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juia 
rupiahj ditetapkan 3 (liga) orang;

b) untuk nilai pekerjaan diatas Rp2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan 5 
(lima) orang;

c) khusus untuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 
untuk Pekerjaan Konstruksi berlaku ketentuan:
1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dari masing- 

masing SKPD dijabal oleh Pengurus Barang 
Pengguna dan/aiau Pembantu Pengurus Barang 
Pengguna kecuali pada kelurahan dijabat oleh 
Pengurus Barang Pengguna Pembantu;

2} guna efektifitas lugas Panitia Penerima Hasil 
Pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi, PA atau 
KPA dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) 
personil teknis untuk nilai pekerjaan sampai 
dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima 
ratus juta rupiah) dan paling banyak 4 (empat) 
personil untuk nilai pekerjaan diatas 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 
rupiah) sebagai Tim Teknis dan Pengawas 
Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang dan UPT Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kecamatan dengan 
mengajukan permohonan personil; dan

3| Dapat.......
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3) Dapac ditunjuk Pegawai selain yang telah 
ditetapkan pada angka 1) dan angka 2) untuk 
pemenuhan jumlah Panitia Penerima Hasil 
Pekerjaan berdasarkan keientuan pada ay at (4) 
huruf a angka 3 hunif h).

4. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan I (satu) 
orang personil dl masing-masing SKPD dan diutamakan 
Pengurus Barong Pengguna. kecuali pada Dinas
Kcschatan ditetapkan 2 (duu) orang personil yaitu 1 
(satu) orang untuk pengadaan obai, BHP, dan alac 
kcschatan dan 1 (satu) orang untuk pengadaan sclain 
obat, BHP, dan aJat kesehatan.

b. Kepala ULP, Ketua Pokja Konstruksi, Ketua Pokja
Barang/Konsuliansi/Jasa lainnya. Anggota Pokja, KepaJa 
LPSE, Sekretaris LPSE, Admin PPE, Admin Agency, TVamer, 
Help Desk dan Verifikator.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai 
PP’TK Konstruksi, Tim Teknis, Pengawas Lapangan* Staf 
Administrasi, dan PPHP Konstruksi.

(5) Pc ran koordinasi kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
a. Sekretariat Daerah;
b. Inspekiorai Daerah;
c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; dan
d. Badan Perencanaan* Pcnelitian, dan Pembangunan Daerah.

(6) Peran tata kelola kewilayahan sebagaimana dimaksud pada 
ayai (1) huruf e meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
a. Kecamaian;
b. UPT Pendidikan Dasar dan Uuar Sekolah Kecamatan pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
c. Kelurahan.

(7) Peran visi straiegis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f adalah peran yang dilaksanakan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(8) Peran layanan dasar kcschatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1] huruf g adalah peran yang dilaksanakan oleh 
Dinas Kesehatan.

(9) Peran layanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf h adalah peran yang dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(10) Peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan 
Pcrwakilan Rakyal Daerah sebagoimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf i adalah peran yang dilaksanakan oleh 
Sekretariat Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah.

(11) Pemberian.......
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(11) Pemberian TPP Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayai (2), hanya dapat dilakukan jika tcrdapat kegialan yang 
bcrkaitan dengan pc ran tcrtentu pada bulan itu.

(12) Bcsaran TPP Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang mcrupakan bagian 
lidak tcrpisahkan dari Peraiuran Bupati ini.

Bagian Keiiga 

TPP Operasional 
Pasal 12

(1) TPP Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c» 
hanya diberikan kepada PNS di lingkungan inspektorat Dae rah 
Kabupaten Boyolali.

(2) Besaran TPP Operasional sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
lercanium dalam Lampiran V yang merupakan bagian lidak 
tcrpisahkan dari Peraturan Bupaii ini.

(3) Penggunaan TPP Operasional dapat diatur oleh Inspcktur
Dacrah dengan mempertimbangkan asas keterbukaan, asas 
proporsionalitas, dan asas akuntabiiicas berdasarkan
kesepakatan bersama PNS Inspektorat Daerah dalam 
penggunaan nya.

Bagian Keempat
TPP Jabaian Kungsional Ter tent u 

Pasal 13
Jabaian fungsionai terteniu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ay at (1) b yaiui:
a. Jabaian fungsionai tertentu pada Inspektorat meliputi:

1. Auditor, meliputi:
a) Auditor Utama;
b) Auditor Madya;
c) Auditor Muda;
d) Auditor Pertama; 
c) Auditor Penyelia;
f) Auditor Pelaksana Lanjutan; dan 
g| Auditor Pelaksana.

2. P2UPD, meliputi:
a) P2UPD Madya;
b) P2UPD Muda; dan
c) P2UPD Pertama.

b. Jabatan fungsionai tertentu pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan meliputi:
1. Pamong Beiajar, meliputi:

a) Pamong Beiajar Madya;
b) Pamong Beiajar Muda; dan
c) Pamong Beiajar Pertama.

2. Penilik......
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2. Penilik, meliputi: 
a| Penilik Utama;
b) Penilik Madya;
c) Penilik Muda; dan
d) Penilik Pertama.

c. Jabatan fungsional terteniu Unit Pelaksana Tcknis
Laboraiorium Kesehatan Dacrah pada Dinas Kesehalan 
mcliputi:
1. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya;
2. Pranata Laboraiorium Kesehatan Muda;
3. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia;
4. Pranata Laboratorium Kesehatan Periama;
5. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan;
6. Pranata Laboraiorium Kesehatan Pelaksana; dan
7. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula.

d. Penguji Kendaraan Bermotor Terampil pada Dinas
Pcrhubungan» meliputi:
1. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia;
2. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan;
3. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana; dan
4. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula;

e. Jabatan Pungsional Terientu pada Dinas Koperasi dan 
Ketenagakerjaan, meliputi:
1. Pengantar Kerja, mcliputi;

a) Pengantar Kerja Madya;
b) Pengantar Kerja Muda;
c) Pengantar Kerja Periama;
d) Pengantar Kerja Penyelia;
e) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan; dan 
I) Pengantar Kerja Pelaksana.

2. Mediator Hubungan Industrial, meliputi:
a) Mediator Hubungan Industrial Madya;
b) Mediator Hubungan Industrial Muda; dan
c) Mediator Hubungan Industrial Periama.

3. Instruktur Balai Lalihan Kerja, meliputi:
a) Instruktur Madya;
b) Instruktur Muda;
c) Instruktur Pertama.
d) Instruktur Penyelia;
e) Instruktur Pelaksana Lanjutan; dan
f) Instruktur Pelaksana.

f- Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Arsip dan 
Perpustakaan, meliputi:
1. Pustakawan, meliputi:

a) Pustakawan.......
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aj Pustakawan Utama;
b) Pustakawan Madya;
c) Pustakawan Muda;
d) Pustakawan Pertama;
e) Pustakawan Penyclia;
f) Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
g) Pustakawan Pelaksana.

2. Arsiparis, meliputi:
a) Arsiparis Utama;
b) Arsiparis Madya;
c) Arsiparis Muda;
d) Arsiparis Pertama.
e) Arsiparis Penyclia;
f) Arsiparis Pelaksana lanjutan; dan
g) Arsiparis Pelaksana.

g- Jabatan Fungsional Terientu pada Dinas Pertanian, meliputi:
a) Penyuluh Pertanian Utama;
b) Penyuluh Pertanian Madya;
c) Penyuluh Pertanian Muda;
d) Penyuluh Pertanian Pertama;
e) Penan ian Penyelia;
f) Penyuluh Penanian Pelaksana Lanjutan;
g) Penyuluh Penanian Pelaksana; dan
h) Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula.

h. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Petemakan dan 
Perikanan, meliputi:
1. Mcdik Vctcriner Ahli. meliputi:

a) Medik Veteriner Utama;
b) Medik Veteriner Madya;
c) Medik Veteriner Muda; dan
d) Medik Veteriner Pertama.

2. Penyuluh Perikanan, meliputi:
a) Penyuluh Perikanan Utama;
b) Penyuluh Perikanan Madya;
c) Penyuluh Perikanan Muda;
d) Penyuluh Perikanan Pertama;
e) Penyuluh Perikanan Penyclia:
0 Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan;
g) Penyuluh Perikanan Pelaksana; dan
h) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula.

i. Jabatan.......
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i. Jabatan FungsionaJ Tertentu pada Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian, mcliputi:

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, meliputi:
a) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda;
b) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama;
c) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia;
d) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana 

lanjutan; dan
e) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana.

2. Penera, mcliputi:
a) Penera Ahli Madya;
b) Penera Ahli Muda;
c) Penera Ahli Pertama;
d) Penera Penyelia;
e) Penera Mahir; dan
f) Penera Terampii.

j. Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian, 
Pendidikan. dan Pelaiihan Dacrah, meliputi:
a| Analis Kepegawaian Madya;
b) Analis Kepegawaian Muda;
c) Analis Kepegawaian Pertama;
d) Analis Kepegawaian Penyelia;
e) Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan; dan
f) Analis Kepegawaian Pelaksana.

k. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kesehatan meliputi:
L Apoteker, meliputi:

a) Apoteker Utama;
b) Apoteker Madya;
c) Apoteker Muda; dan
d) Apoteker Pertama;

2. Asisten Apoteker, meliputi:
a) Asisten Apoteker Penyelia;
b) Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan;
c) Asisten Apoteker Pelaksana; dan
d) Asisten Apoteker Pelaksana Pemula.

3. Nutrisionis, melipul:
a) Nutrisionis Madya;
b) Nutrisionis Muda;

c) Nutrisionis...... .
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c) Nutrisionis Pertaitia;
d) Nutrisionis Penyelia;
e) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan; dan 

0 Nutrisionis Pelaksana,
4. Pranata Laboratorium, meliputi;

a) Pranata Laboratorium Madya;
b) Pranata Laboratorium Muda;
c) Pranata Laboratorium Pertama;
d) Pranata Laboratorium Penyelia;
e) Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan;
I) Pranata Laboratorium Pelaksana; dan
gj Pranata Laboratorium Pelaksana Pemula.

5. Penyuluh Keaehatan Masyarakai. meliputi:
a) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya;
b) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda;
c) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama;
d) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia;
e) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan; 

dan
f) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana.

6. Sanitarian, meliputi:
a) Sanitarian Madya;
b) Sanitarian Muda;
c) Sanitarian Pertama;
d) Sanitarian Penyelia;
e) Sanitarian Pelaksana Lanjutan;
f) Sanitarian Pelaksana; dan
g) Sanitarian Pelaksana Pemula.

7. Analis Kepegawaian, meliputi:
a) Analis Kepegawaian Madya;
b) Analis Kepegawaian Muda;
c) Analis Kepegawaian Pertama;
d) Analis Kepegawaian Penyelia;
e) Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan; dan
f) Analis Kepegawaian Pelaksana.

Jabatan Pungsional Tertentu pad a Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil meliputi:
1. Pranata Komputer Utama;
2. Pranata Komputer Madya;
3. Pranata Komputer Muda;
4. Pranata Komputer Pertama;

5. Pranata.....
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5. Prana ta Komputer Penyelia;
6. E’ranata Komputer Pelaksana Lanjutan; 

1. Pranata Kompuier Pelaksana; dan
8. Pranata Komputer Pelaksana Pern u la-

Pasa) 14

TPP Statis bagi jabatan fungsional tcrtentu pada Inspeklorat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 13 huruf a diatur sebagai 
berikut:
a. Auditor, melipuLi:

1. Auditor Ulama paling tinggi sebcsar 3,5 (tiga koma lima) kali 
lunjangan Auditor Utama dengan perincian TPP statis paling 
tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi 
sebesar 1 (satuj kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja [performance indej^;

2. Auditor Madya paling tinggi sebesar 3.5 (tiga koma lima) kali 
tunjangan Auditor Madya dengan perincian TPP stalls paling 
tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima] kali tunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi 
sebesar 1 (saiu) kali lunjangan dengan indikator basil atau 
capaian kinerja (performance indcAj;

3. Auditor Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali 
tunjangan Auditor Muda dengan perincian TPP statis paling 
tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali lunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali lunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja {performance mdeA);

4. Auditor Pertama paling tin^ sebesar 4,5 (cmpai koma lima) 
kali tunjangan Auditor Pertama dengan perincian TPP statis 
paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan 
dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil 
atau capaian kinerja [performance index);

5. Auditor Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) 
kali tunjangan Auditor Penyelia dengan perincian TPP statis 
peding tinggi sebesar 2,5 {dua koma lima) kali tunjangan 
dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling 
tinggi sebesar 1 (satuj kbdi tunjangan dengan indikator hasil 
atau capaian kinerja (pefformance inde)^;

6- Auditor Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga 
koma lima) kali lunjangan Auditor Pelaksana Lanjutan 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua 
koma lima) kali lunjangan dengan indikaior kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar I (satu) kali 
Lunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
(performance index); dan

7. Auditor,...
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1. Auditor Pclaksana paling tinggi acbcsar 4»5 (empat koma 
lima) kali tunjangan Auditor Pelaksana dengan pcrincian 
TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam keija 
dan paling tinggi scbcsar 2 (dua) kali tunjangan dengan 
indikator hasil atau capaian kinerja [performance index). 

b. P2UPD, mcliputi:
1. P2UPD Madya paling linggi sebcsar 3,5 (tiga koma lima) kali 

tunjangan P2UPD Madya dengan pcrincian TPP statis paling 
tinggi scbesar 2.5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS dalam jam keija dan paling tinggi 
sebesar I (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian klnerja [performance indej^,

2. P2UPD Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima] kali 
tunjangan P2UPD Muda dengan pcrincian TPP statis paling 
linggi sebesar 2,5 (dua koma lima] kali tunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi 
sebesar I (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja [performance mdex|; dan

3. P2UPD Pertama paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) 
kali tunjangan P2UPD Pertama dengan pcrincian TPP statis 
paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan 
dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil 
atau capaian kinerja (per/ormance index).

Pasal 15

TPP bag! jabatan fungsionai tertentu pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diatur 
sebagai berikut:
a. Pamong Belajar;

L. Pamong Belajar Madya paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma 
lima] kali tunjangan Pamong Belajar Madya dengan
pcrincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma 
lima) kali tunjangan dengan Indikator kehadiran PNS
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kineija 
[performance index);

2. Pamong Belajar Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma 
lima) kali tunjangan Pamong Belajar Muda dengan
pcrincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma 
lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
[performance index);

3, Pamong.
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3. Pamong Belajar Pertama paling tinggi sebcsar 3,5 (tiga 
koma lima) kali tunjangan Pamong Btrlajar Pcrtama dcngan 
perincian TPP stalls paling tinggi sebesar 2f5 (dua koma 
lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kcrja d«n paling tinggi sebesar 1 (salu) kali 
tunjangan dengan indikator basil atau capaian kinerja 
{performance index).

b. Pcnilik:
1. Penilik Utama paling tin^i sebcsar 3,5 (tiga koma lima) kali 

tunjangan Pcnilik Utama, dengan perincian TPP statis paling 
tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS dalam jam kcrja dan paling tinggi 
sebesar 1 (saiu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kineija (performance inde)^\

2. Penilik Madya paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali 
tunjangan Pcnilik Madya dengan perincian TPP statis paling 
tinggi sebesar 2,5 jdua koma lima) kali tunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS dalam jam keija dan paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja {performance index);

3. Pcnilik Muda paling tinggi sebesar 3.5 (tiga koma lima) kali 
runjangan Penilik Muda dengan perincian TPP statis paling 
tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS dalam jam keija dan paling lin^i 
sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja {performance index); dan

4. Penilik Penama paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali 
tunjangan Pcnilik Pcrlama dengan perincian TPP statis paling 
tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima] kali tunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS dalam jam kcrja dan paling tin^ 
sebesar 1 (salu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja {performance rndexj.

Pasal 16
TPP bagi jabatan fungsional tertentu Unit Pelaksana Teknis 
Laboratorium Keschatan Daerah pada Dinas Kcschatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diatur sebagai 
berikut:
1. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya paling linggi sebesar 

3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium 
Kesehatan Madya dengan perincian TPP statis paling tin^ 
sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator 
kehadiran PNS dalam jam kcrja dan paling tinggi sebesar 1 
(satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian 
kinerja (performance index);

2. Pranata.....
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2. Pranata Laboratorium Kcsehatan Muda paling tinggi sebesar 
3,5 (liga koma lima) kali lunjangan Pranata Laboratorium 
Kesehatan Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi 
sebesar 2,5 {dua koma lima) kali tunjangon dengan indikator 
kehadiran PNS dalam jam kcrja dan paling tinggi sebesar 1 
(satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian 
kinerja {performance index);

3. Pranata Laborulorium Kesehatan Penyelia paling tinggi sebesar
3.5 (tiga koma lima) kali tunjangan Pranata Ivaboratorium 
Kcsehatan Pcnyclia dengan perincian TPP stalls paling tinggi 
sebesar 2,5 (dua koma lima) kah lunjangan dengan indikator 
kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar I (satu) 
kali lunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
[performance index);

4. Pranata Laboratorium Kcsehatan Pertama paling tinggi sebesar 5 
(lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan 
paling tinggi sebesar 2 (dua) kali lunjangan dengan indikator 
hasil atau capaian kinerja [performance index);

5. Pranata Laboratorium Kcsehatan Pelaksana Lanjuian paling 
tin^ sebesar 5,5 (lima koma lima) kali lunjangan Pranata 
Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjuian, dengan perincian 
TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan 
paling tinggi sebesar 2 (dua) kali lunjangan dengan indikator 
hasil atau capaian kinerja [performance index);

6. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana paling tinggi sebesar
5.5 (lima koma lima) kali lunjangan Pranata l>aboratorium 
Kesehatan Pelaksana dengan perincian TPP stalls paling tinggi 
sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator 
kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) 
kali lunjangan dengan indikator hasil atau capaian kineija 
[performance ind«x); dan

7. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pcmula paling tinggi 
sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Pranata 
Laboratorium Kcsehatan Pelaksana Pemula dengan perincian TPP 
statis paling tinggi sebesar 3,5 (liga koma lima) kali tunjangan 
dengan indikator kehadiran PNS dalam Jam kerja dan paling 
tin^ sebesar 2 (dua) kali runjangtin dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja [performance inde>i\.

Pasal 17.
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Pasal 17
TPP maksimal bagi jabaian ^ngsional certcniu pada Dinas 
Pcrhubungan scbasaimana dimaksud dal am Pasal 13 huruf d diatur 
scbagai berlkut:
a. Penguji Kendaninn Bermolor Pcnvflia paling tinggi scbesar 5.5 

(lima koma lima) kali lunjangan P»^nguji Kendaraan Bermoior 
Pcnyeiirt clongan perincian TPP statis paling tinggi scbesar 3,5 
(tiga koma lima) kali tunjangan dongan indikator kehadiran PNS 
(ialam jam kcrja dan paling tinggi scbcsar 2 (dua) kali 
tunjangan dcngan indikator hasil aiaxj capaian kincrja 
(perform an ce i n r/exl;

b. Pcnguji Kfndarnan Bermotor Pelaksana Lanjuian paling tinggi 
sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Penguji 
Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutnn dengan perincian 
TPP slatis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima| kali 
lunjangan dengan indikator kohadiran PNS dalam jam kcrja 
dan paling tmggi sebesar 2 (diiaj kali lunjangan dengan 
indikalor hasil ;iiau capaian kinrrja {performance index);

IV Penguji Kendaraan Berrnotor Pelukscmo paling linggi sebesar 
5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Penguji Kendaraan 
Bermoior Peiaksana dengan perincmn TPP statis paling tinggi 
sebesar 3.5 (tiya koma llma| kali lunjangan dengan indikator 
kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 
(dua] kail tunjangan dengan indikalor hasil aiau capaian 
kinerja (performance index]; dan

d. Penguji Ken<lanian Bermoior Pcluksana Pcmula paling linggi 
sebesar 5,5 (lima koma lima| kali lunjangan Penguji 
Kendaraan Bermocor Pelaksana Pcmula dengan perincian TPP 
statis paling linggi sebesar 3,5 (Uga koma lima) kali lunjangan 
dengan indikalor kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling 
linggi sebesar 2 (dua] kali lunjangan dengan indikator hasil 
atau capaian kinerja (performom'*> tfidex).

Pasal 18
TPP maksimal bagi jabatan fungsional tcrteniu pada Dinas Koperasi 
dan Retenagakcrjajui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c 
diatur seljagai berikui 
a. f^ngantar Kcrja:

1. Pengaiilar Kcrja Madya paling linggi sebesar 4,5 (empat koma 
lima) kab tunjangan Penganlar Kcrja Madya dengan perincian 
TPP statis pabng linggi sebcsjir 2,5 (dim koma lima) kali 
tunjangan dengan indikator keliadiran PNS dalam jam kcrja 
dan palbig nnggi seU-sar 2 (dua) k*\ll tunjangan dengan 
indikalor hasil atau c:apaian kim rjci (performance index);

2. Pengantar KVrjn Muda paling Tinggi sebesar 4,5 (empat koma 
bma) kali tunjangan Pengantar Kcrja Muda TPP stalis paling 
linggi sebesiir 2,5 (dua koma Inna) kali tunjangan dengan 
indikalor kehadiran PNS dalam jam koija dan paling tinggi 
sebesar 2 (dual kali tunjangan dengan indikator hasil a(au 
capaian kinerja \pe7f0nnance index^;

3. IVnganiaj',.,.
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3. Pcngantar Kerja Pertnma paling lin^ sebcsar 5,5 (lima koma 
lima) kali tunjangan Pengantar Keija Pertama TPP slaiis paling 
dnggi sebesar 3,5 (tiga koma lima} kali cunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS cialam jam kcija dan paling tin^ 
scbesar 2 (dua) kali t\injajigan dengan indikaior liasil atau 
capaian kineija {performance index);

4. Pengantar Kerja Penyelia paling tinggi sebesar 5 (lima) kali 
tunjangan Pengantar Kerja Penyelia TPP statis paling tinggi 
sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebcsar 2 (dua) kali tunjangan 
dengan indikator hasil atau capaian kinerja {performance index);

5. Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 5 
(lima) kali tunjangan Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan TPP 
statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan palir^ tinggi 
sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja [performance index); dan

6. Pengantar Kerja Pelaksana paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma 
lima) kali tunjangan Pengantar Kerja Pelaksana TPP statis 
paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS dalam jam ketja dan paling tinggi 
sebesar 2 (dua) kali tunjajigan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja {performance index).

b. Mediator Hubungan Industrial:
I, Mediator Hubungan Industrial Madya paling tinggi sebesar 2,5 

(dua koma} kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial 
Madya dengan perincian TPP stads paling tinggi sebesar 1,5 
(satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran 
PNS dalam jam keija dan paling tinggi sebesar I (satu) kali 
tunjangan dengan indikaior hasil atau capaian kinerja
{performance index);

2- Mediator Hubungan Industrial Muda paling tinggi sebesar 2,5 
(dua koma lima) kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial 
Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 
(satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran 
PNS dalam jam kerja dan paling dnggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja
iperfonnance index); dan

3. Mediator Hubungan Industrial Pertama paling tinggi sebesar 3 
(dga) kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial Pertama 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam ketja 
dan paling dnggi sebesar I (satu) kali tunjangan dengan 
indikator hasU atau capaian kinerja [performance indej^.

c. Insiruktur.....
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c. Instrukrur Balai Laiihan Kcrja:
1. Instruklur Balai Laiihan Kerja Terampil, meliputi:

a) Instruktur Balai Laiihan Kcrja Madya paling tinggi sebesar 
4,5 (empat koma lima) kali lunjangan Insiruktur Madya 
dcngan perincian TPP stads paling tinggi sebesar 2,5 (dua 
koma lima) kali lunjangan dengan mdikator kchadiran PNS 
dalam jam kcija dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
runjangan dengan indikalor haai) atau capaian kinerja 
{performance index);

b) Insiruktur Balai Laiihan Kerja Muda paling tinggi sebesar 
4,5 (empat koma lima) kali lunjangan Insiruktur Muda 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua 
koma lima) kali lunjangan dengan indikalor kehadiran PNS 
dalum jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan dengan indikalor hasil atau capaian kineija 
{performance index);

c) Insiruktur Balai Latihan Kerja Pertama paling tinggi 
sebesar 5 (lima) kali tunjangan Instrukcur Pertama TPP 
staiis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali amjangan dengan 
indikalor kehadiran PNS dalam jam keija dan paling tinggi 
sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikalor hasil atau 
capaian kinerja [performance index);

d) Insiruktur Balai Laiihan Kerja Penyelia paling ting^ 
sebesar 5 (lima) kali tunjangan Insiruktur Penyelia dengan 
perincian TPP suus paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan dengan mdikator kehadiran PNS dalam jam 
kcrja dan paling tin^ sebesar 2 (dua) kali tunjangan 
dengan indikalor hasil atau capaian kinerja {performance 
index);

e) Instruktur Balai Latihan Keija Pclaksana l^njutan paling 
tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Instruktur Pelaksana 
Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 
3 (tiga) kali tunjangan dengan indikalor kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
{performance index); dan

0 Instruklur Balai Latihan Kcrja Pelaksana paling tin^ 
sebesar 5 (lima) kali tunjangan Instruktur Pelaksana 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) 
kali lunjangan dengan indikator kchadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali runjangan 
dengan indikator hasil atau capaian kinerja {performance 
index).

Pa sal 19.
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Pasal 19
TPP bag] pcjabat fungsional tertentu pada Dinas Arsip dan 
Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f 
dialur scbagai berikuc 

a. Pustakawan, moliputi:
a) Pustakawan Ulama paling tinggi sebcsar 2,5 (dua koma 

lima} kali lunjangan Pustakawan Utama, dengan perincian 
TPP statxs paling tinggi scbcsar 1,5 (satu knma lima) kali 
tunjangan dcngan indikalor kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebcsar 1 (satu| kali lunjangan 
dengan indikator basil atau capaian kinerja (performance 
index);

b) Pustakawan Madya paling tinggi sebcsar 2,5 (dua koma 
lima) kali tunjangan Pustakawan Madya, dengan perincian 
TPP statis paling tinggi scbcsar 1,5 {satu koma lima) kali 
lunjangan dengan Indikaior kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebcsar 1 (satu) kali tunjangan 
dengan indikator basil atau capaian kinerja {performance 
index],

c) Pustakawan Muda paling tinggi sebcsar 2,5 (dua koma 
lima) kali lunjangan Pustakawan Muda dengan perincian 
TPP statis paling tinggi sebcsar 1,5 (sacu koma) kali 
lunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan 
dengan indikator basil aiau capaian kinerja {performance 
index];

d) Pustakawan Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan Pustakawan Pertama dengan perincian TPP 
statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi 
sebcsar 1 (satu] kali tunjangan dengan indikator basil atau 
capaian kinerja (performance indeji^;

c) Pusiakawan Penyclia paling tinggi sebesar 2,5 [dua koma 
lima} kali tunjangan Pustakawan Penyclia dengan perincian 
TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam Jam 
kerja dan paling tinggi scbcsar 1 (satu) kali tunjangan 

dengan indikator basil atau capaian kinerja (performance 
index);

f) Pustakawan Pciaksana Lanjutan paling tinggi scbcsar 3,5 
(tiga koma lima) kali tunjangan Pustakawan Pciaksana 
Lanjutan dengan perincian TPP stalls paling tinggi scbcsar 
2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator 
kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 
(satu) kali tunjangan dengan indikator basil atau capaian 
kinerja (performance index); dan

g) Pustakawan....
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g)Puslakawan Pelaksana paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma 
lima} kali lunjangan Pustakawan Pelaksana dengan 
pcrincian TPP siaiis paling tinggi scbcsar 2,5 {dua koma 
lima) kali lunJangan dengan indikotor kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
{performance index). 

b. Arsiparis, meilputi:
a) Arsiparis Utama paling tinggi sebesar 4,5 fempat koma 

lima) kali lunjangan Arsiparis Utama, dengan pcrincian 
TPP stalls paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma) kali 
lunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan 
dengan indikator hasil atau capaian kinerja (per/ormanee 
index];

b) Arsiparis Madya paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma 
lima) kali lunjangan Arsiparis Madya, dengan pcrincian 
TPP stalls paling tinggi sebesar 2.5 (dua koma lima) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali lunjangan 
dengan indikator hasil atau capaian kinerja {performance 
index);

c) Arsiparis Muda paling tinggi sebesar 5 (lima) kali
tunjangan Arsiparis Muda, dengan pcrincian TPP statis 
paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan
indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan palmg tinggi 
sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja {performance index);

d) Arsiparis Penama paling linggi sebesar 5 (lima) kali
lunjangan Arsiparis Pertama dengan perincian TPP stalls 
paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali lunjangan dengan
indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi 
sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja [performance index);

e) Arsiparis Penyelia paling tinggi sebesar 5 (lima) kali
tunjangan Arsiparis Penyelia dengan perincian TPP staiis 
paling tinggi sebesar 3 (liga) kali lunjangan dengan
indikator kehadiran PNS dalam Jam kerja dan paling tinggi 
sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja {performance index);

f) Arsiparis Pelaksana lanjutan paling linggi sebesar 5 (lima) 
kali tunjangan Arsiparis Pelaksana lanjutan dengan 
perincian TPP siatis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi scbcsar 2 (dua) kali tunjangan 
dengan indikator hasil atau capaian kinerja (per/omtemee 
index); dan

g) Arsiparis.....
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g] Arsiparis Pclaksana paling tinggi sebesar 5 (lima) kali 
tunjangan Arsiparis Pclaksana dengan perincian TPP 
stalls paling tinggi sebesar 3 (t(ga| kali tunjangan 
dengan indikator kehadiran PNS dalam Jam kerja dan 
paling tinggi sebesar 2 [duaj kali tunjangan dengan 
indikator basil atau capaian kinerja (performance 
index],

Pasal 20

TPP bagi pejabat fungsional terientu pada Dinas Pertanian
sebagairtiana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g diatur sebagai
berikut:
a. Penyuluh Pertanian Ulama paling tinggi sebesar 2,S (dua 

koma lima) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Utama, 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu 
koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (saiu) kali 
tunjangan dengan indikator basil atau capaian kinerja 
(per/ormance indejif];

b. Penyuluh Pertanian Madya paling tinggi sebesar 2,5 (dua 
koma lima) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Madya, 
dengan perincian TPP stalls paling tinggi sebesar 1,5 (satu 
koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator basil atau capaian kinerja 
(performance index);

c- Penyuluh Pertanian Muda paling tinggi sebesar 2.5 (dua koma 
hma) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Muda, dengan 
perincian TPP siatis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) 
kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebesar I (satu) kali tunjangan dengan 
indikator hasil atau capaian kinerja (performance indej^;

d. Penyuluh Pertanian Periama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan Penyuluh Pertanian Pertama dengan perincian TPP 
slalis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan 

indikator kehadiran PNS dalam Jam kerja dan paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja [performance index);

e. Penyuluh Pertanian Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga 
koma lima) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Penyelia 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua 

koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar I (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
(performance index);

(. Penyuluh.....
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f. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjucan paling tinggi scbesar 
3,5 (liga koma lima) kali tunjangan Penyuluh Pertanian 
Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP siatis paling tinggi 
sebesar 2,5 (dua koma lima} kali tunjangan dengan indikator 
kehadiran PNS dalam jam kcrja dan paling linggi sebesar 1 
(satu) kali tunjangan dengan indikator hasU atau capaian 
kincrja (perfonnance index);

8- Penyuluh Pertanian Pelaksana paling tinggi sebesar 4 (empat) 
kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pelaksana dengan 
perincian TPP stalls paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kcrja 
dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan 
indikator haail atau capaian kinerja (performance index); dan 

h, Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula paling linggi sebesar 4 

(empat) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula 

dengan perincian TPP siatis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja 

dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan 

indikator hasil atau capaian kinerja (performance index).

Pasal 21

TPP maksimal bagi pejabat fungsional terteniu pada Dinas 
Petemakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf h dialur sebagai berikut: 
a. Medik Vcteriner, melipuii;

1. Medik Vetenner Uiama paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma 
lima) kali tunjangan Medik Veicriner Utama, dengan 
perincian TPP stads paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma 
lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling linggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
(performance index);

2. Medik Vcierincr Madya paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma 
lima) kali tunjangan Medik Vcteriner Madya, dengan 
perincian TPP stalls paling tinggi sebesar 1.5 (satu koma 
lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kcrja dan paling tinggi sebesar I (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
(performance inde)^;

3. Medik Vetcrincr Muda paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma 
lima) kali tunjangan Medik Vcteriner Muda, dengan 
perincian TPP siatis paling linggi sebesar 1,5 (satu koma 
lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar I (satu) kali 
tunjangan dengan Indikator hasil atau capaian kinerja 
(performance indej^; dan

4. Medik....
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4. Medik Veteriner Pertama paling linggi sebesar 3,5 (tiga 

koma lima) kali tunjangan Medik Veteriner Pertama 
dengan perincian TPP stalls paling tinggi sebesar 2,5 (dua 

koma lima) kali tunjangan dengan indikator ke had Iran 
PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar I (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 

{performance index).

b- Penyuluh Perikanan, meliputi:
1. Penyuluh Perikanan Utama paling tin^i sebesar 2,5 (dua 

koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Utama, dengan 
perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) 
kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tin^ sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan 

indikator hasil aiau capaian kineija {performance indej^',
2. Penyuluh Perikanan Madya paling tinggi sebesar 2,5 (dua 

koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Ahli Madya, 
dengan perincian TPP statis paling tin^i sebesar 1,5 (satu 
koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 

dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 

{performance index);
3. Penyuluh Perikanan Muda paling linggi sebesar 2,5 (dua koma 

lima) kali tunjangan Penyululi Perikanan Muda, dengan 
perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) 
kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam 

kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan 

indikator hasil atau capaian kinerja {performance tndexj;
4. Penyuluh Perikanan Pertama paling tinggi sebesar 3,5 {tiga

koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pertama 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua 
koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 

dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja
{performance index);

5. Penyuluh Perikanan Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga
koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Penyelia 
Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 

(dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran 
PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja
{performance rndexj;

6. Penyuluh.......



- 34 -

6. Pcnyuiuh Perikanan Pelaksana Lanjulan paling tinggi 
sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penyuluh 
Perikanan Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP 
statis paling tinggi sebesar 2,5 {dua koma lima) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan 
dengan indikator hasil atau capaian kinerja {performance 
index]',

7. Penyuluh Perikanan Pelaksana paling tinggi sebesar 4 
(empat] kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pelaksana 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) 
kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam 
jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
[performance index)-, dan

8. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pcmula paling tinggi 
sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penyuluh Perikanan 
Pelaksana Pemula dengan perincian TPP statis paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator 
kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 
2 (dual kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja (per/ormance mdeAi).

Pasal 22

TPP maksimal bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf i diatur sebagai berikut: 

a. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, meliputi:
1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya paling 

tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan 
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya, dengan 
perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma 
lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam 
jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan 
dengan indikator hasil atau capaian kinerja [performance 
index);

2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda paling 
tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan 
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda, dengan 
perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma 
lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
[performance index]',

3. Penyuluh........
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3. Penyuluh Perindusirian dan Pcrdagangan Pertama 
paling linggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali 
tunjangan Penyuluh Pcrindustrian dan Perdagangan 
Pertama, dengan penncian TPP siaiis paling linggi 
sebesar 2,5 {dua koma lima) kali tunjangan dengan 
indikator kchadiran PNS dalam jam kcrja dan paling 
linggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikalor 
hasil atau capaian kinerja {performance \ndex)\

4. Penyuluh Perindusirian dan Perdagangan Penyclia 
paling linggi sebesar 4.5 (empai koma lima) kali 
lunjangan Penyuluh Perindusirian dan Perdagangan 
Penyclia dengan pcrincian TPP stalls paling linggi 
sebesar 2.5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan 
indikalor kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling 
linggi sebesar 2 (dua) kali lunjangan dengan indikalor 
hasil atau capaian kinerja {performance index};

5. Penyuluh Perindusirian dan Perdagangan Pelaksana 
lanjuian paling linggi sebesar 4,5 (empat koma lima) 
kali tunjangan Penyuluh Perindusirian dan 
Perdagangan Pelaksana lanjuian dengan pcrincian TPP 
stalls paling linggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali 
tunjangan dengan mdikaior kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling linggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan 
dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
{performance index); dan

6. Penyuluh Pcrindustrian dan Perdagangan Pelaksana 
paling linggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali 
tunjangan Penyuluh Pcrindustrian dan Perdagangan 
Pelaksana dengan perincian TPP siatis paling tinggi 
sebesar 2,5 (dua koma lima) kali lunjangan dengan 
indikator kchadiran PNS dalam jam kerja dan paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikalor 
hasil atau capaian kinerja {performance index),

b. Penera, melipuii;
Penera Ahli Madya paling linggi sebesar 2,5 (dua koma 
lima) kali tunjangan Penera Ahli Madya dengan 
perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu 

koma lima) kali tunjangan dengan indikalor kehadiran 

PNS dalam jam kerja dan paling linggi sebesar 1 (satu) 

kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian 
kinerja [performance index);

2. Penera Ahli Muda paling linggi sebesar 2,5 (dua koma 

lima) kali lunjangan Penera Ahli Muda dengan perincian 

TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali 
tunjangan dengan indikalor kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali lunjangan 

dengan indikator hasil atau capaian kinerja (performance 
index];

3 Penera .......
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3. Pencra Ahli Pertama paling tinggi sebcaar 3 (tiga) kali 
tunjangan Penera Ahli Pertama dcngan pehnclan TPP 
statis paling linggi scbesar 2 (dua) kali tunjangan dcngan 
indikator kehadiran PNS dalom jam kcrja dan paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dcngan Indikator 
hasil atau capaian kinerja [performance inde)^;

A, Penera Penyelia paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) 
kali tunjangan Penera Penyelia dengan perindan TPP 
statis paling tinggi scbesar 1.5 (satu koma lima) kali 
tunjangan dcngan indikator kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebesar I (satu) kali tunjangan 
dcngan indikator hasil atau capaian kinerja [performance 
index);

5. Penera Mahir paling tinggi scbesar 3 (liga) kali tunjangan 
Penera Mahir dengan pcrincian TPP statis paling linggi 
scbesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator 
kehadiran PNS dalam jam kcrja dan paling tinggi sebesar 
1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja [performance indej^, dan

6. Penera Terampil paling tinggi scbesar 3,5 (tiga koma lima) 
kali tunjangan Penera Terampil dengan perincian TPP 
statis paling tinggi scbesar 2,5 (dua koma lima) kali 
tunjangan dcngan indikator kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan 
dengan indikator hasil atau capaian kinerja [performance 
index).

Pasal 23
TPP bagi pejabat fungsional tertentu pada Badan Kepcgawaian»
Pendidikan, dan Pclatihan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf j diatur sebagai berikut:
a. Analis Kepegawaian Madya paling tinggi sebesar 3,5 (liga 

koma lima) kali tunjangan Analis Kepegawaian Madya, 
dengan perincian TPP statis paling linggi sebesar 2,5 (dua 
koma lima) kali tunjangan dengan Indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
[performance index],

b. Analis Kepegawaian Muda paling tinggi sebesar 3.5 (tiga 
koma lima) kali tunjangan Analis Kepegawaian Muda, 
dengan perincian TPP statis paling linggi sebesar 2,5 (dua 
koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
[performance index);

c. Analis
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c. Analis Kepegawaian Pertama paling tinggi scbesar 3,5 (tiga 
koma lima) kali tunjangan Analis Kepcgawaian Periama, 
dengan perindon TPP stotis paling Cinggi scbcsar 2,5 (dua 
koma lima) kali lunjangan dengan indikaior kehadiran PNS 
dalam Jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator haail atau capaian kinerja 
[performance index):

d. Analis Kepcgawaian Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga 
koma lima) kali tunjangan Analis Kepcgawaian Penyclia 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua 
koma lima) kali lunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
[performance index):

c. Analis Kepcgawaian Pelaksana Lanjuian paling tinggi 
sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Analis 
Kepcgawaian Pelaksana Lanjuian dengan perincian TPP 
statis poling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali 
lunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan 
dengan indikator hasil atau capaian kinerja [performance 
index); dan

f- Analis Kepcgawaian Pelaksana paling tinggi sebesar 4 
(empat) kali lunjangan Analis Kepcgawaian Pelaksana 
dengan perincian TPP siaiis paling tinggi sebesar 2 (dua) 
kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan 
dengan indikator hasil atau capaian kinerja (performance 
index).

PasoI 24
TPP bagi pejabat Tungsional lerteniu pada Dinas Keschatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k diatur sebagai 
berikut:
a. Apoieker, meliputi:

1. Apoieker Uiama paling tin^i sebesar 2,5 (dua koma lima) 
kali tunjangan Apoteker Utama, dengan perincian TPP 
statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja 
dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan 
indikator hasil atau capaian kinerja [performance inde:^:

2. Apoteker Maciya paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) 
kali tunjangan Apoteker Madya, dengan perincian TPP 
statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam keija 
dan paling lin^i sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan 
indikator hasil atau capaian kineija (performance index);

3. Apoteker.......
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3- Apoteker Muda paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) 

kali tunjangan Apoteker Muda, dengan perincian TPP statia 
paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali lunjengan 
dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan 

paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan 
indikator hasil aiau capainn kinerja [performance inde^; 
dan

4. Apoteker Pertama paling tinggi sebesar 4,5 (empal koma 
lima} kali tunjangan Apoteker Pertama, dengan perincian 
TPP siatis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja 
dan paling tinggi sebesar 2 (dua] kali tunjangan dengan 
indikator hasil atau capaian kinerja (performance inde:*^. 

b. Asisten Apoteker, melipuii:
1. Asisten Apoteker Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga 

koma lima) kali tunjangan Apoteker Penyelia, dengan 
perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma 
lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar ] (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
[performance rnd^x);

2. Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan paling tinggi 
sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Apoteker 
Pelaksana Lanjutan, dengan perincian TPP siatis paling 

tinggi sebesar 3,5 (tIga koma lima) kali tunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling 

tinggi sebesar 2 (dua) kali lunjangan dengan indikator 
hasil atau capaian kinerja (performance index],

3- Asisten Apoteker Pelaksana paling tinggi sebesar 5,5 
(lima koma lima) kali tunjangan Apoteker Pelaksana, 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 

(tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator 
kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 
2 (dua) kali tunjangan dengan indikotor hasil atau 
capaian kinerja [performance index); dan

4, Asisten Apoteker Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 5,5 
(lima koma lima) kali tunjangan Apoteker Pelaksana Pemula, 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 

koma lima) kajj tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
turijangan dengan indikator hasil atau capaian kineija 

(performance index).
c. Nutrislonis.....
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c. Nuirisionis, meliputi:
1. Nutrisionis Madye paling tinggi scbesar 3,5 (liga koma lima) 

kali tunjangan Nutrisionis Madya, dengan perincian TPP stalls 
paling tinggi scbcsar 2,5 {dua koma lima} kali tunjangan 
dengan indikator kehadiran PNS clalam jam kcrja dan paling 
tinggi sct>csar I (satuj kali tunjangan dengan indikator hasil 
atau capaian kinerja {perfomionce indej^;

2. Nutrisionis Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tigH koma lima) kali 
tunjangan Nutrisionis Muda, dengan perincian TPP statis 
pahng tmggi srbesar 2,5 (dua kuma lima) kali tunjangan 
dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kcrja dan paling 
dnggi sebesar I (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil 
atau capaian kineija {performance index);

3. Nutrisionis Periama paling tinggi sebesar 4,5 (empai koma 
lima) kali tunjangan Nuirisionis Madya, dengan perincian TPP 
siatis paling tinggi sebesar 2,5 (duo komo lima} kali tunjangan 
dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling 
dnggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil 
atau capaian kinerja {performance rndcA);

4. Nutrisionis Penyelia paling lin^i sebesar 3,5 {tiga koma lima) 
kali tunjangan Nuirisionis Penjelia, dengan perincian TPP 
staLis paling sebesar 2,5 (dua koma lima} kali tunjangan 
dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling 
lini^ sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil 
atau capaiaii kinerja {perfonnance index),

5. Nutrisionis Pelaksana Lanjutan paling linggi sebesar 5,5 (lima 
koma lima) kali tunjangan Nuinsionis Pelaksana Lanjutan, 
dengan perincian TPP siatis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga 
koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dsdam jam keija dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
{performance index)', dan

6. Nutrisionis Pelaksana paling linggi sebesar 5,5 (lima koma 
lima) kali tunjangan Nutrisionis Pelaksana, dengan perincian 
TPP siaLis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali 
lunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam keija 
dan paling dnggi sebesar 2 (duu) kali tunjangan dengan 
indikator hasil atau capaian kineija {performance irxdex).

d. Pranaifl Laboratorium, meliputi:
1. Pranata Laboratorium Madyn paling linggi sebesar 3,5 (tiga 

koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Madya, 
dengan perincian TPP statis paling linggi sebesar 2,5 (dua 
koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling dnggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kineija 
{performance indeA^;

2. Pranata.......
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2. Pranata Laboratorium Muda paling tinggi sebcsar 3,5 
(tiga koma limaj kali cunjangan Pranata Laboratorium 
Muda, dengan perincian TPP slatis paling tinggi 
sebesar 2,5 (dua koma lima) kali cunjangan dengan 
indikaior kchadiran PNS dalam jam kcrja dan paling 
tinggi sebesar 1 (saiu) kali cunjangan dengan indikator 
basil atau capalan kinerja (performance index)',

3. Pranata Laboratorium Pertama paling tinggi sebcsar 4,5 
(empat koma lima) kali cunjangan Pranata 
Laboratorium Madya, dengan perincian TPP statis 
paling tinggi sebesar 2.5 (dua koma lima) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan 
dengan indikator basil atau capaian kinerja 
(performance index)i

4. Pranata Laboratorium Penyclia paling tinggi sebesar 3,5 
(tiga koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium 
Penyclia, dengan perincian TPP statis paling tinggi 
sebesar 2.5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan 
indikaior kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator 
basil atau capaian kinerja (performance index);

5. Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjulan paling tinggi 
sebesar 5.5 (lima koma lima) kali tunjangan Pranata 
Laboratorium Pelaksana Lanjutan, dengan perincian 
TPP statis paling tinggi sebcsar 3,5 |tiga koma lima) 
kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam 
jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan dengan indikator basil atau capaian kinerja 
(performance index};

6. Pranata Laboratorium Pelaksana paling unggi sebesar
5,5 (lima koma limaj kali tunjangan Pranata 
Laboratorium Pelaksana, dengan perincian TPP statis 
paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan 
dengan indikator hasil atau capaian kinerja
(performance index); dan

7. Pranata Laboratorium Pelaksana Pemula paling tinggi
sebesar 5,5 (lima koma lima] kali tunjangan Pranata 
Laboratorium Pelaksana Pemula, dengan perincian TPP 
statis paling tinggi sebesar 3.5 (tiga koma lima) kali 
tunjangan dengan indikaior kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan 
dengan indikator hasil atau capaian kinerja
(performance index).

e. Penyuluh.......



- 41 •

e. Penyuluh Kesehatan, meliputi:
1. Penyuluh Kesehatan Masyarakal Madya paling tinggi sebesar 

3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penyuluh Kesehatan 

Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 
(dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran 
PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
lunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
{performance inde:^:

2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mu da paling tinggi sebesar 

3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penyuluh Kesehatan 
Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 
(dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran 
PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
{performance index);

3. Penyuluh Kesehatan Masyarakal Pertama paling tinggi
sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Penyuluh 
Kesehatan Madya, dengan perincian TPP slaiis paling tinggi 
sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan
indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi 
sebesar 2 (duaj kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja [performance index);

4. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia paling tinggi
sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penyuluh 
Kesehatan Penyelia, dengan perincian TPP statis paling tinggi 
sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan
indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau 
capaian kinerja {performance index);

5. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan paling 
tinggi sebesar 5.5 (lima koma lima) kali tunjangan Penyuluh 
Kesehatan Pelaksana Lanjutan, dengan perincian TPP statis 
paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan 

dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil 
atau capaian kinerja {performance index);

6. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana paling tinggi 
sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Penyuluh 
Kesehatan Pelaksana, dengan perincian TPP statis paling 

tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan 
indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi 
sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau 

capaian kinerja {performance inde:^;
f. Sanitarian........
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f- Sanitarian, meliputi:
1. Sanitarian Madya paling tlnggi sebcsar 3,5 ftiga koma lima) 

kali runjangan Sanitarian Madya, dengan perincian TPP 
stalls paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali 
lunjangan dengan indikator kehadiran PNS daJam jam kerja 
dan paling tinggi scbesar I (satuj kali lunjangan dengan 
indikator basil atau capaian kincrja [performance index);

2. Sanitarian Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) 
kali lunjangan Sanitarian Muda, dengan perincian TPP statis 
paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali lunjangan 
dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling 
tinggi sebesar 1 (salu) kali lunjangan dengan indikator basil 
atau capaian kinerja {performance indej^\

3. Sanitarian Pertama paling tinggi sebesar ^,5 {empat koma
lima) kali timjangan Sanitarian Madya, dengan perincian TPP 
statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali
lunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja 
dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali lunjangan dengan 
indikator basil atau capaian kinerja [performance index);

4. Sanitarian Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima)
kali lunjangan Sanitarian Penyelia, dengan perincian TPP 
statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali
lunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja 
dan paling tinggi sebesar I (salu) kali lunjangan dengan 
indikator hasil atau capaian kinerja {performance

5. Sanitarian Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 5,5 (lima 
koma lima) kali lunjangan Saniiarian Pelaksana Lanjutan, 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga 
koma lima) kali lunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
lunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
[performance mde>^;

6. Sanitarian Pelaksana paling tinggi sebesar 5.5 (lima koma 
lima) kali lunjangan Sanitarian Pelaksana, dengan perincian 
TPP stalls paling tinggi sebesar 3,5 {tiga koma lima) kali 
lunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam Jam kerja 
dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali lunjangan dengan 
indikator hasil atau capaian kinerja {performance inde>^;

7. Sanitarian Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 5,5 (lima 
koma lima) kali lunjangan Sanitarian Pelaksana Pemula, 
dengan perincian TPP stalls paling tinggi sebesar 3,5 (tiga 
koma lima) kali lunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
lunjangan dengan indikator hasil alau capaian kinerja 
{performance index)-,

g- Analis.......
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g. Analis Kcpcgawaian, mcliputi:
1. Analis Kepegawaian Madya paling tinggi sebcsar 3,5 (tiga 

koma lima) kali tunjangan Analis Kepegawaian Madya, 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebcsar 2,5 (dua 
koma lima) kali tunjangan dcngan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kcrja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
(performance index);

2. Analis Kepegawaian Muda paling tinggi sebcsar 3,5 (tiga 
koma lima) kali tunjangan Analis Kepegawaian Muda, 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua 
koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam kcrja dan paling lin^ sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
(performance index);

3. Analis Kepegawaian Pertama paling tinggi sebcsar 3,5 (liga 
koma lima) kali tunjangan Analis Kepegawaian Percama, 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua 
koma lima} kaJi tunjangan dengan indikator kehadiran PNS 
dalam jam keija dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja 
(performance index);

4. Analis Kepegawaian Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga 
koma lima) kali tunjangan Analis Kepegawaian Penyelia 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua) 
kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam 
kerja dan paling unggi sebcsar 1 (satu) kali tunjangan 
dengan indikator hasil atau capaian kinerja (performance 
index);

5. Analis Kepegawaian Pclaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 
3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Analis Kepegawaian 
Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi 
sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator 
kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 
(satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian 
kinerja (performance index);

6. Analis Kepegawaian Pelaksana paling tinggi sebesar 4 
(empac) kali tunjangan Analis Kepegawaian Pelaksana 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja 
dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan 
indikator hasil atau capaian kinerja (performance index).

Pasal 25

TPP bagi pejabat fungsional terteniu pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatalan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf 
1 diatur sebagai berikut:

a. Pranata.......
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h. Pranata Komputer Pclaksana Pcmula paling tinggi sebesar 4 
(empat) kali lunjangan Pranata Kompuier Pelaksana Pemula 
dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja 
dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan 
indikator basil atau capaian kinetja [performance inde;r).

Bagian Kelima 

Pemberian TPP 
Pasal 26

(1) Untuk mendapatkan TPP, berlaku ketemuan sebagai berikut: 
Q. pada awal Tahvin paling lombat langgal 10 Januari

setiap PNS wajib membuat perjanjian kinerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2| dan 
Roncana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (6);

b. Sekretaris Daerah wajib membuat Rekapiculasi Capaian 
Kinerja Kepala SKPD pada setiap bulan paling lambat 
tanggal 15;

c. SKPD, UPT atau Kelurahan dan Koordinotor Wilayah 
Pendidikan Kecamaian pada setiap bulan paling lambat 
langgal 15 wajib membuat:
L Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai;
2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah;
3. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran 

TPP;
A. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran 

TPP Statis;
5. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran 

TPP Dinamis;
6. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran 

TPP Reran Tertentu; dan
7. Surat Pernyaiaan Tanggung Jawab Mutlak.

d. Untuk jabaian Tungsional tertentu pada setiap tahun 
membuat rekapitulasi capaian kinerja kelompok tahun 
sebelumnya paling lambat tanggal 15 Januari.

(2) Pencermaian/penelitian dan verifikasi kehadiran, hasil atau 
capaian kinerja (performance index\. dan Reran Tertentu 
dilaksanakan oleh atasan langsung paling lambat setiap 
tanggal 5 bulan berikutnya.

(3) Format Rekapitulasi Capaian Kinerja Kepala SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1| huruf b, Rekapitulasi 
Capaian Kinerja Pegawai dan Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 serca 
Rekapitulasi Capaian Kinerja Kelompok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dari Peraturan 
Bupati int-

(4) Format.......
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(4) Format Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pcmbayaran 
TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c angka 3 
aampai dengan angka 6 tercantum dalam Lampiran VII yang 
mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini,

(5) Formal Surat Pernyataan Tanggung Jawab Muilak 
aebagatmana dimak^sud pada ayat (1) huruf c angka 7 
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupaii ini.

PasaJ 27
(1) Rekapitulasi Capaian Kinerja Kepala SKPD dinilai oleh 

Sckrelaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian 
Sekretariat Daerah sesuai Pembagian berdasarkan Rumpun 
Koordinasi,

(2| Rekapitulasi Capaian Kinerja staf ahli dinilai oleh Sekretaris 
Daerah yang dikoordinasikan oleh Asisicn Sekretaris Daerah 
sesuai dengan bidangnya.

(3) Rumpun Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) PNS yang tidak mclaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, TPP mulai 
diperhitungkan pada bulan PNS tersebut membuat peejanjian 
kinerja dan Rencana Aksi Kinerja.

(5) Dalam hal Sekretaris Daerah tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Paaal 26 ayat (I| huruf b 
dan/atau huruf c maka tidak diberikan TPP statis (ndikaior 
Hasil atau Capaian Kinerja [Perfonnance inde:^ pada bulan 
dimaksud.

(6) Dalam hal Kepala SKPD, UPT alau Kelurahan dan Kcordinator 
Wilayah Pendidikan Kecamaian lidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) 
huruf c maka tidak diberikan TPP statis hasil alau capaian 
kinerja {performance inde:^ pada bulan dimaksud.

Pasal 28
(1) Pemberian TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 tidak diberikan kepada:
PNS yang melaksanakan tugas di Rumah Sakit Umum 
Daerah;
PNS yang melaksanakan tugas di Unit Pelaksana Teknis 
Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
PNS yang melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Boyolali yakni Pejabat Fungsional 
Tenentu Guru/Pengawas;

d. PNS.......

a.

b.

c.

L
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d. PNS yang menjalankan tugas belajar;
e. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
f. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
g. PNS yang mengambil hak cuti di luar tanggungan negara 

dan cuti bcsar;
h. Calon Pegawai Negeri Sipil;
i. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keija;
j. PNS yang tidak membuat perjanjian kineija Pegawai 

dengan Bupati, rencana aksi dan target kinerja bulanan;
k. PNS yang diberhendkan sementara;
l. PNS yang berstatus tersangka dan dilahan oleh aparai 

penegak hukum;
m. PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat 

penegak hukum;
n. PNS yang menjalani hukuman pidana penjara; dan
0, PNS yang menjalankan lugas pada ins tan si di luar 

lingkungan Pemerintah Dae rah yang memperoleh 
tambahan penghasilan atau yang sejenis dengan TPP dari 
instansi yang bersangkutan.

(2) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak diberikan TPP 
Dinamis 1 (satu) bulan.

(3) TPP Statis letap diberikan untuk PNS yang mengambil cuti 
besar, cud tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cud karena 
alasan pen ting sesuai kctentuan peraturan perundang- 
undangan.

(4) Ketentuan pada ayai (1) huruf 1 dan huruf m, dikecualikan bagi 
PNS yang ditahan oleh aparat penegak hukum dengan status 
tahanan kota dan kemudian secara nyaia melaksanakan tugas 
kedinasan setelah mendapatkan Lzin dari Bupati,

Pasal 29

PNS yang mutasi dari luar Daerah, TPP diberikan sejak PNS 
lersebut secara nyaia melaksanakan tugas, yang dibuktikan 
dengan Surat Ketcrangan Melaksanakan Tugas dari Kcpala 
Perangkat Daerah di man a pegawai tersebui melaksanakan tugas.

Pasal 30

(1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atau 
Kepala UPT atau Lurah dan Koordinator Wilayah 
Pendidikan Kecamalan sclaku Kuasa Pengguna Anggaran 
mengajukan surat permohonan pembayaran TPP setiap 
bulan yang ditujukan kepada Kepala BKD sesuai dengan 
mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung dilampiri 
Rekapitulasi Pengajuan Pcncairan dan Pembayaran TPP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c 
angka 3, dan Surat Pernyaiaan Tanggung Jawab Mutlak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayai (1) huruf c 
angka 7.

(2) Kcpala.......
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(2) Kepala Perangkat Dacroh atau K<*pala UPT adaku KPA 
sebagaimana dimaksud pada aval (1) bcrlanggung jawab 
dalam pemlnivaran TPP sesiiai ketentuan pcraturan 
prrundajig undangan.

(3) Pcngajuan prrmohonan pcmbayaran TPP scbagaimana 
dimaksud pnria ayat (1] diierima Badan Kcuangan Daerah 
paling lambai tanggal 15 piida bulan berikutnya.

(4J Pcmbayaran TPP bulan Descmb»-r pada lahun berjaian» 
dibayarkan pad a bulan .lanuari lahun bcnkutnva.

(5)Guna kcpcriuan pcmbayaran TPP scbagaimana dimaksud 
padft ayat (4), moka Rcpalfi Pcrangkat Daerah
mcmperhalikan penganggarannya pad a lahun berikutnya,

{6} A pabila jwngajuan pcmbayaran TPP scbagaimana
dimaksud pnda ayM (3) melebihi langgal 15 pada bulan 
berikutnya make dilakukon pengurangan 10 % {sepuluh 
perscraLus) dari TPP Dinamis uniuk Pengguna
Anggaran/ KPA, PPKeuangan, Benda hara Pengeluaran, 
Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bcndahara 
Pengeluaran Pcmbaniu, Pembantu PPK, PPTK, dan PAK

Pa sal 31
[1| PNS yang mengampu sebagai Penjabal, Pelaksana Tugaa, 

atavi Pelaksana Marian beaaran TPP yang dibcrlkan adalah 
besaran TPP jabuian yang burssngkiuan ditambah besaran 
TPP Dinamis jabutan yang diampu.

|2) Pcmbayaran TPP Dinamis jubaian yang diampu 
scbagaimana dimaksud pada aval (1) dibebankan pada 
SKPD yang dmmpu.

Bagian Kecnam
Pemberian TPP sclain dari TPP yang dibcrlkan setiap bulan

Pasal 32
PNS dapat diborikan TPP selain dari TPP yang diberikan 
scliap bulan apabila diamanntkan olch kcteniuan peraturan 
perundang-undangan.
Pemberian TPP scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
diberikan bagi PNS scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dan dikceualikun bagi PNS scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28-
Pcmbc?rian TPP scbagaimana dimaksud pada aval (1) dengan 
memperhalikan kemampuan kcuangan daerah.
Besaran PemberUm TPP scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sebesar SC'h (lima puiuh pcrseraius) dari l>esaran TPP 
Stalls.

(1)

(2)

(3)

(^*)

Baglan Kelujuh 

TPP Bonus Atas Prest.asi 
Pasal 33

(1) TPP Bonus alas Prestasi diberikan kepoda scluruh PNS.
(2| PNS yang hcrpresiasi dapai dibcrlkan TPP bonus alas 

prestasi sebesar sebagai berikut:
a. Rp20.000 000,00 (due puiuh juta rupiah) unluk 

prestasi lingkat Nasional:
b. RplO.000-000,00
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b. RplO.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uniuk prcstasi 
tingkat Provinsi; dan

c. Rp5.000.000,00 (lima juca rupiah) untuk prestasi 
Ungkat Kabupacen.

(3) Unit atau kelompok atau Perangkai Daerah yang 

berprcsiasi dupat diberikan TPP bonus atas prestasi 
scbcsar sebagai berikut:
a. Rp20,000.000,00 (dua puiuh juta rupiah) untuk 

prestasi tingkac Nasionai;
b. RplO.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk prestasi 

tingkat Provinsi; dan
c. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk prestasi 

tingkat Kabupaten.
(4) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

prestasi di bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah sesuai keientuan peraturan perundang-undangan,

(5) Pemberian TPP bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayai (2) hanya diberikan jika prestasi 
tersebut dibukiikan dengan piagam dan/atau piala.

(6) Pemberian TPP bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2). diberikan setiap kali 
memperoleh piagam dan/atau piala.

(7) Pihak-pihak yang berhak menerima TPP bonus atas 

prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditentukan olch Bupati atas pertimbangan dari Tim yang 
dibentuk olch Bupati.

(8) Keientuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2f cidak berl«*^ku bagi peraih prestasi yang telah 
mendapatkan penghargaan dalam bencuk uang.

(9) Pos anggaran untuk pemberian TPP bonus atas prestasi 

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2) 
dibebankan pada anggaran Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah.
BAB V

MONITORING DAN EVALUASl 
Pasal 34

(1) Monitoring dan evaluasi penerapan pemberian TPP di 
Ungkungan Pemerintah Daerah dilaksanakon oleh Tim yang 
dibentuk olch Bupati dengan Kcpuiusan Bupati.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh 
Sckreiaris Daerah dengan anggota lerdiri dari:

a. Unsur Inspcktorat........

i
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a. unsur Inspeklorat Daerah;
b. unsur Badan Keuangan Daerah;
c. unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelaiihan 

Daerah;
d. unsur Bagian Organisasi Sckrctariat Daerah; dan
e. unsur Bagian Hukum Sekrclariai Daerah,

(3) Bagian Organisasi Sekretarial Daerah sebagaimana 
dimakaud pada ayat (2) huruf d mcmfasilitasi pembentukan 
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1|.

(4) Tim sebagaimana dimakaud pada ayat (!) mcmpunyai 
tugas:
a. menyusun pedoman monitoring dan evaluasi 

pemberian TPP;
b. melakukan monitoring dan evaluasi pemberian TPP; 

dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupaci.

BAB VI
CARA PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pa sal 35
(1) Penghitungan pemberian TPP bagi PNS dilakukan dengan 

menjumlahkan TPP Statis dan TPP Dinamis.
(2) Penghitungan pemberian TPP bagi PNS yang mutasi di 

tengah bulan adalah menjumlah TPP Statis dan Dinamis 
awal bulan sampai dengan PNS tersebut mutasi dengan 

TPP Slatis dan Dinamis PNS lersebui mutasi sampai 
dengan akhir bulan.

BAB V(i
ALOKASI ANGGARAN 

Pasal 36
(1) AJokasi anggaran TPP PNS dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali,
(2) Alokasi anggaran umuk pemberian TPP PNS yang 

diperbanlukan di instansi lain sebagaimana dimakaud 
dalam Pasal 5 ayat (5) dibebankan pada anggaran Badan 
Keuangan Daerah.

(3) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajjb mendapackan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam agenda penyusunan Kebijakan Umum 
Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara seria 
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB vni........

I
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN 

PasaJ 37
Kepala SKPD yang tidak memproses dan menerbitkan 

kepuiusannya cerkait dengan Peran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2), dibcrikan sanksi tidak dibcrikan TPP 

pada bulaii dimaksud aampai dengan terbitnya keputusan 
lersebut.

(2) KepaJa SKPD membuat Rekapitulasi Surat Keputusan Peran 

dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX 
yang merupakan b^an tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN 

Pa sal 38
Pembuatan Rcncana Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud 

daiam Pasal 9 ayat (4), untuk Tahun 2018 diiaksanakan paling 
lam bat 1 (sacu) bulan lerhilung sejak diundangkannya Peraturan 
Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP 

Pa sal 39
Pada saat Peraturan Bupati ini muiai bcrlaku, maka Peraturan 
Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2017 lentang Pemberian 
Tambahan Peng basil an Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada 
Pemerintah Kabupaten Boyolali (Beriia Dacrah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2017 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40
Peraturan Bupati ini muiai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar seiiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah 
Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal z 2018

BUPATI BOYOLAIJ^

■PTeU.i

r BAg'.trr t. •. jm

jfi
SENO SAMODRO



Diundangkan di Boyolaii 
pada tanggaJ i

Pj, SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI 

Asisten Administrasi Umum,

-52-

2018

V
BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLAU TAHUN 2018 NOMOR ^

Salman aesuei dengan aslinya

KEPALA BAG IAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SHl/SUKARTlNINGSIH
5embma 

NIR 19671102 199403 2 009



LAM PI RAN )
PERATURAN liUPATI BOYOLAU 
NOMOR n TAHUN201S 
TENTANG
PEMBERUN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEOAWAI 
NEGERI SIPIL PADA PEMEKINTAH 
KABUPATEN HOYOLALI

BESARAN TPP STATIS UNTUK MASING-MASING JABATAN

Jabaian Oolongan Be Sara n N liksima! TPP Sians 1 RP)
IndikaCor 

Kchadiran PNS 
dalain Jam Keija

Indikaior Hasil 
uUlu Capaji\n 

Kmrrja 
iPvrJormonce 

Indej^

Total

Sirukrural 1

Esclun U a Go Ionian IV 4.000.000 4.000.000 8.000.000
Eiwlon II b Gnionean IV 3.000.000 3.000.000 6.000.000
EtttrJon III a Golonean IV 1.900.000 1.900,000 3.800.000

Ooloncan III 1.650.000 1,650,000 3.300.000
Esflon III b Goloncan IV 1.775.000 1.775.000 3.550.000

Golonean III 1.525,000 1.525.000 3.050 000
Esclon IV a Cioloru^ IV 1.300,000 ) 300.000 2.600.000

nnlooffan III 1,150,000 1 1.SO .000 2.300.000
erHou rv b Galon pan IV 1.150.000 1,150.000 2.300,000

Golonsan III 1.025.000 1.025,000 2,050.000
Furigsional
Umum
Staf Kelompok I Golonpan IV 900.000 900.000 1.800.000

Golongan III 787,500 787.500 1.575.000

Golongan II 700,000 700,000 1.400,000

Golongan 1 600.000 600,000 1.200,000

Sta/ Kelompok 2 Golongan IV 925.000 925,000 1.850.000

C^olongan III 812,500 81 i. 5(H) 1.625.000

Golongan 11 750,000 750.000 1.500.000

Golongan 1 625,000 625,000 1.250,000

SUif Kelompok 3 Golongan IV 950,000 950,000 1,900.000

Golongan U1 837,500 837.500 1,67.5,000

Golongan 11 787,500 787,500 1..57.5,000

Golongun 1 650,000 650.000 l,300,CX)0

PNS yang 
diperbantukao 
p^ida Badun Amil

Oolongan tV 950,000 950,000 1,900.000

Golongan III 837,500 837.500
1,675,000 1

Z^ikat atau
Pan Ilia Pengawaa

Golongan II 787,500 787.500 1.575.000
l

Pc mil u Golongan 1 650,000 650,000 1.3OO.000

nUPATl BOVOLAL

r -f samodro



LAMPIKAN n
PERATURAN BUPATl BOYOLAU 
NOMOR tf TAHUN 2018 
TENTANO
PEMBEKI AN TAMBAHAN PENGHASILAN 
KEPADA PEGAWAi NF.OERl SI PH. PADA 
PEMEKINTAH KABU PATEN BOYOLAU

CONTOH PEHNYATAAN PERJANJIAN K1NER.JA SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .... 
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Dalam rangku mewujudkan njanaj^mcn pemennuihaii yang efektil. irajisparan, dan 

akun label serlii bemricntasi pada hasil. kumi yang be rr an da umgan Hi bawah ini:

Nama

Jubatan

SeUinjutnya disebut Pihak Pcrlama.

Naina r

Jabatan r Bupaii Bovulali.

Scluku atasan langsung Pihak Periaina. aelaiijutnya dt^but Pihak Ktdua.

Pihak Periama bctjanji akan mewiajudkan target kmerja yang aeharusnya aesuai 
lampiran pcTjanJian mi. dalaju rangka mencapoj uirgcl kinerja jangka menengah 

scpcrii yaitg telah diieiapkan dalam dokumcn pcrcncanaan. Kebcrhaailan dan 

kegugaian pcncapaian target kmerja tersebut reenjacli umggungjawab kami.

Pihak Kedua akun membenkan superviai yang dipcrlukan aeriu akan molakukan 

evaluasi lerhadap capaian kinerja diiri perjanjian ini dan mengarnbil tinriakan yang 

Hi perl ukan dalam rangka pemlXTimi pcnghtirgaan atau aanks!.

Pihak Kedua,
Bnyolali.....  ..........

Pihak Pertcvma,

9i



KURMULIR LAM PI RAN PKRJANJIAN KINKKJA SKPO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....

(NAMA PERANGKAT DAERAH)

1

2

3

dst

No Sasaran Indlkator kiaerja Target PenanggunK
Strategla Utama Jawab

1 2 3 4 5

ffo Program

1

2

3
4 dst

Total Anggaran Rp.

Anggaran |Rp.) Ket Peaao^ng
Jawab

Mf-nyetujui. 
BUPATI BOYOLALJ

Boyolali,

KEPALA (JPD 

KABU PATEN ROYUAU

Nama. 
Pangkat. 

NIP......



CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KJNRRJA ESELON II

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

[SEKRBTARIS DAERAH DENGAN ESELON II Dl SEKREI'ARIAT DAERAH}

Dalam rangka mcwujucikan manajemcn pemerimahnn yang ftfektil’, iransparan 

dan akuntdbel serta bcroHcfnlasi pada haail. kami yang bcrtanda langan di 
bawah ini:

Nama
Jabncan :

selanjutnya discbu( plhak pertama

Nama
Jabatan

Rclaku atasan pihak pcriama, sclanjutnya dis^bui pihak ke^dua

Pihak pcrt.ama bcijanji akan mewujudkan target kinerjn yang seharusnya 

sesuai iampiran perjanjian ini, da lam rangka mcncapai target kinerja jangka 

mcnengah seperti yang tclah ditetapkan dalam dnkumcn percncanaan. 
Kcbcrhasilan dan kegagalan pencapaian lai^et kineria lersebut menjadi 
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan svipervisi yang diperlukan serta akan melukukan 

evaluasi terhadap eapaian kinerja dari pcijanjian ini dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka |>embenan pengltargtum dan ^nkai.

Pihak Kedua

Boyolali.........

Pihak Pertama.

SEKRETARIS DAERAH Eseion 11



FORMULIR LAM PI RAN PER.JANJIAN KINERIA CSELON II

PERJANJIAN RINERJA TAHUW

{SEKkETARIS DAERAH PEmAN ESELON U Dl SEKkETARlAT OAERAH)

NO I SManji Program 1 Saaaran Indlkator 1 Target
Program Klneije

Pragram
3 4

Program
1 .............
2 .............

Aaggarae
Rp..........
Rp.........

SEKRETARIS UAERAH

Boyolali... 

Eselon II



CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KiNRRJA ESELON III

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

{ESELOIS flDENGAN ESELON ill)

Dalam rongka mcwajudkan mHiiajcmen pemermiahan yang efcktif, tranaparan 

dan akxmutbci sena bcroricmaai pada hasil, kami yang bertanda tangan di 

bawah mi:

Nama
Jabatan ;

scianjutnya disebut pihnk pertama

Nama :
Jabatan

sciaku atasan pihak pertama, scianjutnya disebui pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya 

sesuai lampiran perjanjian ini, daJazn rangka mencapai target kinerja Jangka 

menengah aeperti yang tel ah ditetapkan daUun dokumen perencanaan. 
Kcberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadl 

kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi lerhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mcngambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaim dan sankal.

Pihak Kedua

Boyoiali.........

Pihak Penama.

Eselon II Esclon Ill



FORMULIK LAMPIRAN PER.JANJIAN KINERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...
{ESELON U DENGAN ESELON ////

NO Sasaran Program Saaaran
Program

Indikater 
Kinerja 
Program 

5

Target

Program
1 ............
2 ............

Aaggaraa
KP..........
Wp..........

Escflon II

BovoIqIj, .. 

Eselon III



CONTOH PKRNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

KOP dURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

\ESEU)^ UJ DENG AN ESELON fVf

Dalam rangka mewujudkan manajcmen pcmeriniahan yang cfektif, transparan 

dan akuntabcl serta beroncmasi pada hasU. kami yang l>crtandn (angan di 
bawah ini:

Nama
Jabatan

scianjuinya disebut pihak pc nama

Nama
Jabatan :

selaku atasan pihak pc*rtama, sdanjutnya disebui pihak kcdua

Pihak pcrtama bcrjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 

sesuai lam pi ran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

mcnengah seperti ymig lelah ditciapkan dalam dokumcn perencanaun. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja terscbui menjadi 
tanggung jawab kami.

Pihak kcdxia akan melakukari ^lupervisi yang dipcrlukan serta akan mclakukan 

evaJuasi terhadap capaian kinerja dari peijanjiajt ini dan mcngambil tindakan 

yang dipcrlukan dalam rangka |?embcrian penghargaan tian sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua Pihak Pertama.

Bselon III Esiclon IV

a



FORMUUR LAMPIRAN PER;ANJIAN KINERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...
[EHEION m DENGAN ESELON fV]

NO Program Kegiatan Saaaran
Kegiatan

Indikator
Kinarja

Keaiatan

Target

1 2 3 4 5 6

KegUtOin
1 ...............
2 ...............

AaggAAB
Hp .........
Kp...........

Eseion III

Boyolali, ... 

Esclon IV



CONTOH PERNYATAAN PEKJANJIAN KINERJA JABATAN KUNGSIONAL UMUM

KOP SURAT

PERJANJIAK KINERJA TAHUN

[ESELON IV DENGAj^ PEOAWAI(JABATAN FVNGSIONAL UMUM)f

Dalam rangka mewujuclkan mnnajemen pemerimahan vang cfeklif, transparan 

d&n akuntatxfl scrta bcronentasi pada hasi). kami yang bcnanda tangan di 
bawah ini:

Nama
Jabatan

selanjutnya discbui pihak penania

Nama
Jabatan :

selaku utasan pihak pcriama, sclanjutnya disebat pihak kt>dua

Pihak pertama bcrjanji akan mcwujudkan target kineija yang seharusnya 

ftcsuai lampiran porjanjian imr dalam rangka mcncapai target kinerja jangka 

menengah sepcrii yang lelah ditetapkan dalam dokumen pcrcncannan. 
Kcbcrhasilan dan kcgagalan pcncapaian target kmot^a terse but menjadi 
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan mclakukan stipcrvisi yang diperlukan scTia akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 

yang dipt*rlukan dalam rangka pemberian penghargtjan dan sanksi.

Pihak Kedua

BoynlaH,......

Pihak Per ram a,

Esclon IV JFU



FC^RMUUR (.AMPIRAN PER.fANJIAN KiNERJA 
JAB AT AN FUNOSIONAI. UMUM

PERJANJIAK KJNBRJA TAHUN.....
{ESELO!\ IV DEI\aAN l-’UiAWAl (JARATAN FVNGSJONAi UMUM))

NO K«gUtan Sub
Kefifttan

Saaaran
Sub Kegiatan

Indikator 
Kiaerja Sub 

Keaiatan

Target

1 2 3 4 5 6

1

Eselon IV

Boyolaii,

JFU



CONTOn PERNYATAAN PERJANiHAN KINERJA JABATAN FUNOSIONAL TERTENTU

KOP SURAT

PERJAMJIAN KINERJA TAHUN

{ESELONII DENGAf^ PEGAWAJ(JABATAN FVNCSIONAL TERTENTU)}

Dalam rangka mewTjjudkan rnanajcmen pemenntahan yang cfeklif, iransparan 

dan akuntabe} serta bcroricniasi pada hasil, kami yang )>crtanda tangan di 
bawah ini:

Nama
Jabatan

selanjutnya dtsebui pihak pcrcama

Nama
Jabatan

sclaku atasan pihak pertania> selanjuinya disc but pihak kcdua

Pihak pcriama bcrjanji akan mewujudkan target kincrjo yang scharusnya 

sesuai lampiron perjunjian ini, dalam rangka mcncapai target kinerja jangka 

menengah seperil yang teUh ditelapkan dalam dokumen pcrcncanaan. 
Keberhasilan dan keg^aJan pencapaian target kineija terse but menjudi 
langgung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dipcriukan serta akan mclakukan 

evaluasi terhudap capaian kinerju dari perjanjian ini dan mengamhil tindaknn 

yang diperlukon dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihnk Kedua

Boyolali, .......

Pihak Penama,

Eselon II (Individu fJFT)



KORMULIR LAM PI RAN PERJANJIAN KINERJA 
JABATAN PUNOSJONAL TERTENTU

PER JAN JIAR KINERJA TAHUN.....
\ESELON II OE^OAN PEG A WA! (JABAT AN hV.\GSlONAi TERTENTU)}

NO Kegiatan Sub
1 Kegiatan

Sasaran
Sub Kegiatan

Indikator 
Klnerja Sub 

Keaiatan

Target

1 2 3 4 S 6

1

Eselon II

Boyolali,

JFT



CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KELOMPOK 

JABATAN FUNG SIGNAL TERTENTU

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN................................

{KSLLON II OENGAN KELOMPOK JABATAN FUNCSIONAL TEKTENTU)

DttJam rangka mc’A'ujudkaji manajcmcn pemcrintahon yang cfektif, transparan 

dan akuntabel scru bcmrientaf^i pada ha ail, kami yang l>trrianda langan di 
bawah ini:

1. Nama 
Jabatan

2. Nama 
Jabatan

3. dst

selanjuinya disebui pihak pertoma

Name
Jabatan

sclaku atasan pihak penama* aelanjutnya disebut pihak kcdua

Pihak pertama bcijanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya 

sesuai lampiran pcijanjian ini, dalam rangkfl mcncapai target kineija jongka 

mcnengah seperii yang tciah ditetapkan dalam dokumen percncunaan. 
Kptwrhasilan dan kegagaian pencapaian target kincjja terse but menjadi 
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serra akan melnkukan 

evaluasi lerhadap capaian kinerja dari petjanjian ini dan mcngambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua 
Esclon II

Pihak Perlamn,

1 ..................... {.................):
2 ....................... (............... );
3- Dst.



FORM U LI R LAM Pi RAN PERSIA NJIAN KINER.iA 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

\RSBLON ll DENGAN KELOMPOK JABATAN TBRTENTU)

NO Uraian Saaaran Indikator Target
Kinerla

1 2 3 4 5

1 J_

Esclon II

Boyolali.

Kelompok

1................
2................
3. dst

BUHATI BOYOLAU

SENO SAMODRO

I I
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RENCANA AK81 KINERJA KELOMPOK JABATAN PUTVG8IONAL TERTBHT0
TAHUN ..............

SKPD
KELOMPOK

NO Urai&n Sasarafi Indlkator
Kinerja

Target Pejabat
Penllai/
Atasan

Langanog
Jaouarl a/d 
Z)e8einb«r

1 2 3 3 6 7

Boyolali,

KepaJa....................
Kabupatrn Boyolali

Nam a 
NIP,

BUPATI bOYOLAL^

—'?—
SENO SAMODRO



(-AMWKAN IV
PB1RATI>MAN BUPATI BOYOLAU 
NDMOK 2? TAHUN 2018 
TENTANCj

PF.MBERIAN TAMBAHAN PKNOMASIIAN 
KEPAIJA PEGAWAl NEGKRI SIPJI- PADA 
PRMLI^INTAII KABUPATliN BOYOLAU

Vnriabel TPP Dina mis

1 PFRAN PKRFNrANAAM
He, Ura Ian NUal rRol

1 I'rrMK atl.-t.3ti i ll Pct .3111'k.il I' •< : ah K1

H. Peran KcuanRao/ Baranft
Peran Panwaslu dan Baznas

No Rincian Nilai
1 K<*i>aUi Sr*kroi.tftai 7(’(),(i00
1 l4ffid<ih.iiv3
p Siaf TekilJi it 1 ' :( 1

PERAN PENOBLOLAAN KBUANGAN DAN PBKGBLOLAAN BARANG DAERAH 9KPKD

No Jabatan Nilai fRol
1 Koortlinaioi P»nirelolA K*'uaac-i>' Barrah 4.01 HI 1 H.'O

IWndahara L'jtium damih .iJ-M II) t l( |M
,i Kuasa UUD 2.;*.nt),ooi.'
4 PPK SKPKI) 3,(1oo,oori
S Kaatp / Kasub Ih3C BKU 2,fi00.1Ki0
t> iVmbaniu PPK SKPKP j ..ioo.iKjn
7 Bendahlira Penacluaran SKPKB l.3uo,o<ui
» l^ndahara Pencnmi3an SKPKU l.lOlMH Ml
9 Admin SIM DA KeuariK'in SKPKL) dan I'enyuftutt An^igaran U700,tKP0

10 Adram SIMDA KeuaneHn SKI,KD 1..500.O0U

U Admin SIMUA HMD SKPKD 1.500,600

\2 Admin SIMDA HMD SK PKD diiri Ad mm Pensclolw Jarmcan 1.600,1 lOO
13 Admin PrnyeloUi Jannaan 1.400.000

14 Admin SIMDA Gan SKPKl) tlan Penitis 1.600.000
ir> Admin SIMDA Gan SKPKl) 1.400.000

16 Admin SIMDA IVndaDalati 1.400.000
17 Admin SISMIPO (PBDl i.400.000
IS Prmbamu Admin SIMDA Keiiangan dan

P^Wnn^ilijirnr
1.500.000

IQ Pembnntu Admin SIMDA Kcu*meon 1,300.000
30 1*embaj3lu Admin SIMUA BMD 1.300.000
21 Hirmbaniu Admin SIMDA Pi'TuliiDaian 1.300.000
22 Pembaiiiu Admin Sismiob 1.300,000

23 PenvmiiMn Barane SKPKX) 1,300.000
24 IViiPunis Barans SKPKD 1.300,000

25 Koofdirmlor Pemiia 1.500.000

26 Penius 1.300.000
27 Kekonsiliaior 1.300.000

ja Penvn kim Anpearaii 1.300000
29 AdminUtrasi Anitgaran 1.200,000

30 PiMipelolnaj) Daiiu Bajiluan 1,100.000

:n Administrator Dutta Transfer 7.50.000



Grade Pengguna Anggaran SKFD

Grade Grade Anggaran Vang Oi kelnla SKPD (Belanja Barang
NiUi (Rp)Jaaa dan Belanja Modal yang dikelela)

lU > 128 milUu 12,000.000
9 > 98 miliar s/d < 1 28 njili.ii 10.000.000
g > 64 niiliiu s/d s fJ6 miliui 8.000,000
7 > 32 miliar s /d < f>4 mihar 7.000.000
6 > 1ft miliar s/d < 3? mih.ji 0.000.000
sS > 8 miliar s/d s 1 ft miliar 5.000.000
4 > 4 miliar s/d H tniliru 4,000.000
3 > 2 miller s/d < 4 miliar 3.000.000
?. > 1 mili-u* s/d s 2 mill,a 2,000.000
1 « 1 riiiliai* 1.000.000

Grade Kuaaa PeDgguna Anggaran UPT dan Keliirahao

Grade
Grade Anggaran yang Oikelola UPT Dan Kelurahan 

(Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dlkelola) Nilal (Rpl

s - 200 ima 500.000
4 • 15(? luia s/d < 200 luta 475.000
3 > KX) lula s/d S 1 !i0 lUia 450.001)
2 ^ 50 nda b/d < iOO lutu 42B.OOO
1 ^ oO ima 400.000

Grade PPKeuangan

Grade
Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang NUal (Rp)Jaaa dan Belanja Modal yang dikelolaj

10 > 1 2H miltar 2,750.000
4 > 96 miliiir s/d < 1 2S muKu 2.500.000
g > 64 miliar s /d « <H> tniljjr 2.250-000
7 > 32 miliar s/d < n4 mili.it 2.000.000
6 > 1 6 miliar s/d < 32 miJiat 1 750.000
h > 8 milifir s/d i 16 miliar 1.500.000
4 > 4 miliar s/d < « miliar 1.250.000
.3 > 2 mili.jr s/0 c 4 miliat 1 000,000
2 > J milUu' s/d i 2 mil kit 750.000

[ <, 1 miliar 500,000

PPKeimngAn (?PT Hlkdae dan LS dan Kelurahan
Ko Uralan Nilai IRdI

j I’P Krniinc'/in LI,T Dikdas ii.'ij) 1.4 .UXj.OOO
2 I'P Keiumyun KcKuahan .'OO.OLXI

Grade Bcndaixara Peoerimaan

Grade
Grade Anggaran Penerlmaan Yang Di kelola SKPD 

Penerimaan NUal (Rp)

U) > ft miliar .52.5,0(J0
9 > 5 miliar s/H < 6 miliaj' 500,000
g > 4 miliar a/d s 5 miii*jr 475.000
7 > 3 miliar s/d s 4 miliar 430.000
6 > 2 miliar s/d s 3 milinr 425.000
5 > 1 miliar s/d 5 2 miliur 400.000
4 > 500 iuia s/d < 1 miliar 373.000
3 > 100 iuu b/d s 500 luta 350.000
2 > 50 iula s/d S \00 iuia 325.000
J s so iuta 300.000



Bendahara Peoerimun Pembaatu
No Uralan Nilai (Rol

1 Bcn<l;ihaja JVnentiKk.m Pi-nilj ama 25U OOO

Grade Bendahara Paogalnaran

Grade Grade Anggaran Yaag Di kelola 8KPD (Belanja Barang 
Jaaa dan Belanja Modal yang dikelolal NUal (Rpl

)0 > ) miliar 1.000.000
> 96 rmluir s/d s 12« rnihai 950.000

8 > 64 miliar s/d < 9h nuliar 900.000
7 > 32 miliar s/d s 64 miliar H50.000
6 > 10 miliar s/tl s 32 mihcu 800.0UO

> 8 milieu* s/cl lOmiluif 750.000
•J > 4 miliar s/d 4 8 mili<ti 700,00(J
3 > 2 milicir s/fi s 4 milMf 650.000
2. > \ miliar s/d ' "i rniln'ir WHJ.OOO
I s 1 miliar ^.50.00U

Grade Pembuntu Bendahara Peogeluaran

Grade Grade Aaggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang 
Jaaa dan Belanja Modal yang dikelola) Nilai (Rp)

10 > 128 miluir 700,000
9 > 96 miliar s/tl s 12R miliar 675.000
H > 64 mUiar s/d s 96 imliar 650.000
7 > 32 miliar s/d s 64 miliur 62.5,000
r> > 16 miliar s/d s 32 miliar 600.000
f> > 8 miliar »/d s 16 miliar 575,000
4 > 4 miliar s/d < 8 miluir .S.HO.OOO
3 > 2 mjfiar s/d s 4 mihar 525.000

> 1 miliar s/d < 2 miliur 500.000
t s 1 miliur 475,000

Grade Bendahara Pengeluaran Pern bantu

Grade
Grade Anggaran Yang Di kelola UPT dan Kelunhan 

(Belanja Barang Jaaa dan Belanja Modal yang dikelola) NUai (Rpl

5 >200 lUl.j 500.000
4 > ISO luta s/d S 2U0 iiUu 475.000
.3 > 100 lUia <;/<l ‘ 130 luta 450.OOU
2 > 50 uii<i s/d • loo iuT<i 425.000
I s 50 lutii 400,000

Peran Pembaatu PPK, PPTiC dan PiUC

No Nama Tugaa NUal (Rp)

1 PembafUu PPK 300 000
> PPTK 225,000
3 PAK 230.000



Grade Pengurua Barang Penggufia dan PPHP Non Kontrukal

Grade
Grade Ai^garan Yang Di kelola 8KPD (Belanja Barang 

Jaaa dan Belanja Modal yang dikelolaf NUnJ (Rp)

10 > 128 miliar 700.000
g > ()ty miliar s /d ^ 128 miliar 675.000
ft > 64 miliiif s/d s 06 miliar 650.000
7 > 32 miliar s/d e 64 miliar 625.000
6 > 16 miliur s/d i 32 miliar 600.000
5 > 8 miliar s/d s 16 tniUar ,575.000
4 > 4 miliar s/d s 8 miliar 550.000

> 2 miliar s/d s 4 mjli.if 525.000
> 1 miliar s/d s > miluu' 500 OUO

1 < 1 miliar 475.000

Grade Pembantu Pengurua Baraag Pengguna dan PPHP Non Kontrukal

Grade
Grade Anggaran Yang Dl kelola SKPD {Belanja Barang 

Jaaa dan Belanja Modal yang dikeloia)
NUni (Rpl

U> > 128 miliar oOO.OOO
g > 06 mill.If s/fl 1 12H iniliav 575.000
8 > 64 miliar H/d < 06 nnliar 550.000
7 > 32 miii.'»rs/d 64 nuli;»r 525.000
6 > 16 miluir a/d •- 32 miliar 500.000
T > 8 miliar s/d < 16 niili.«r 475.000
4 > 4 miliar s/d *> H mihur 430,000

> '} miljflf ?*/(i < 4 milur 425.000
2 > I rmliai* h/cI < 2 milu<r 400.000
1 < 1 miliar 375.000

Peran Pengurua Barang Pengguna Pcmbanta daa PPHP Non Kontrukai

No Unit Pelakeans Teknle fUPTI NlUi IRoi
1 DPI* L.itiK.m krn.i .'5U 00(1
*) UPl'Pa^'i.ir l.nnim Bm(*l.jli 250.000
? l.'PT Pasai Urnum SinuM'ino/in .>50.000
4 IlFT P.iS/tr 1. rnijm Li ikjtfu 250 OOO

5 UKT Pasat Umxifn An'int I 250.urju
6 UPT Piisai Umam K.inmeerdc ,’50 000

7 UPT Pasar Umum Wrmnst'L'OTn 250.000
ft UPT Pasar Umum K.K .uiean 230.000
Q UPT Pasar Umum Simo 250,000
10 UPT P«sur Umum Nocosari 250.000

11 UPT Pasiir Umum 250 OOo
12 UPT Pasar Hewun Suntfffinfffln 230 0(;0

13 UPT Pasar Hewan Purwore>n 2,50.000
14 UPT Pusal Krsehaian Hewan <li

Kecamamn Amrvl
250. OOU

15 UFT Puam Kcwhatan Hewan di
MoiOKonen

250.000

16 UPT Puaai Kesehatan Hewan di
Kpramaian 8imo

250.000

17 UPT Puaal Keschatan Hewan dl
Krrumatun Npemolak

250.000

1ft UP!’ Pusai Keschatan Hewan di
kVrAmamn Kariinpptslr

250.000

19 UPT Hahu Scnih Ikan 2,50.000
20 UPT KPH Arnni'l 250.000
21 2S0.OUU



in. Peran Penei^AAa Baranc/Jaaa
Grad« PPKom

Grade PPKdhi SKPD fkecuaH Olnae Pekeriaan Umum dan Penataan Ruanat

Grade Grade Aafgaraa iBelanJa Barang Jaaa daw Belanja Modal
yang dikelola| NUai (Rp)

10 > 128 miliar 3.000.000
C) > g& miliar s/c1 < 128 miluir 2,750.000
H > 64 miliar s/d s 96 miliar 2.500.000
7 > .12 miliar s/d < 64 miBar 2.250,000
h > 16 miliar s/d & 32 miliar '2M00MI)
L. > 8 miliar 3/d s tG miliar 1.750.000
4 > 4 miliar s /d s 8 miliar 1.500.000
.*5 > 2 miliar 5»/d < 4 miliar 1 250,000

) > 1 miliar s/d < 2 miliar 1,000.000
1 s 1 miliar 7S0.000

PPKom Dloaa Pekerjaan Umum dan Pcnataan Ruans
No Rlacian Nilai

1 C'lnta karva 6.OOU.OU0
A B\ nu Mareu clan F$Di\ 5.000.000
? Penatiiiin Ruanu:, Bina Konsirdan Sckrciaiutl 4 OOU.OOO

PPKom UPT dan Relutahaa
No Rlnciao NUai

I PPKom UPT Uikdas d.m LS 300.000
PPKom Ki'lurahan 400.OOl)

PERAN PENGADAAN BARANO DAN slASA
No Uralan NUai IRol

1 Keoala ULP 5 UOO-OCK)
1 Kctun Poki.i Konstruksi 4.000.000
3 Ketua Pokia Baraiuf ^ Kndsutuinsi/ .Jasa lainnva 4 000.000
4 Anu^olB Pokiu .3,500.000
S Keoalii LPSE 3.000.000
h Sekre laris LPSK 2,000.000
1 Admin PPE 2.000.00O
8 Admin Aeencv 2.000.000
g Trainer i 000.000
10 Helo Di'sk 1,000.000
11 Verifik-iior 1 000,000

Grade Pejabat Pengadaan

Grade
Grade Anggarao yang dikeloU SKPD IBelaDja Barang Jaaa 

dan Belanja Modal yang dikeloU) atau Belanja Barang 
Jaaa Pengadaan Langaung

NUai (Rpl

iU =* 12H miliar 450 000
Cl > 96 miliar s/d s. 12S miluir 425.000
8 > 64 miliar s/d s 96 miliar 400.OOu
t » 32 miliar s/cl < 64 miliai* 375.000
6 > 16 miliar s/d a 32 miliar .3 50. OOu
ij > 8 miliar s/d < 16 mihar 326 001)
4 > 4 miliur s/d « 8 miliar 300 UOO
3 > 2 miliar s/d « 4 miliar 2/5.000
2 > 1 miliar s/rt s 2 miliar 250.001)
1 i \ miliar 22.5 Ouo



Grade Panitle Peaerima Haall Pekeriaan Non Konatnikai

Grade Grade Anggaran yang dikelula 8KPD (BeUnJa Barang Jaaa 
dan fietanja Modal yang dlkeloU) Non Konatrukai NUai (Rp)

10 > 128 miliiir 400.000
g > 06 mjll.iT S/ij 1 rniijM: 375.000
H > 64 mihur s/d •• u>6 niiluif 350.000
7 > 32 mjhar s/cl •. f>4 tr.ilMt 325.000
h > 16 miii.ir s/cl s \2 tuiliai 300.000
5 > 8 miliar ft/d 16 milirsi 27.5.000
4 > 4 mihm* s/d s K mili;ir 2.50 OfKI

> 2 mili^ir ft/d < 1 mihdr 225.000
> 1 mili<*r s/d s .! inilinr ?00.t)(K)

1 s 1 milia) i7:i.ooo

Dinaa Pekeriaan Umuzn daa Penataaa Roane
PPTK Konatrukal, Tim Tekuia. Pengawaa Lapangan, dan PPHP Konatrukal

Hanya dlberikao untuk aalah satu peran imtuk aemua kegiatan dlbulan pencaJran

No RInclan NUai
1 Ciotd Kar\ ;i 3.500 000
*> Bina Marea 2.7.50.000
3 PSDA J.2.50.000
4 Sekn 1 750.000
3 PonaUHrin Ruaiu' 1.250,000
6 Hiua Kodstruksi 1.250.000

Staf Admin ietraei

No Rincian NUai
1 Sud Administrasi Konsirnksi Cn^ta Kdj-\ii dan Binrj Mate*;! ••>(){) 000
1 .Siaf Admmistrasi Ktjnsiruksi Pj'UA djn Sckrrt.inai 50 fJ 000

3 Sia/ Afiminjstiiisi Kcnsif\dvsi Pe-mitaan Ruanx dan Uinu 
ki>nsiniksi

400.000

UPT Pemellliaraan Jatan dan Irigasi pada Dinaa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bovolali

No Rincian Nilai
) Kt'n<0ci lUT 1.500.000
•> Kjftublf.it' TU 500 000
3 Tim 'IVkrns :>{tU OnO

IV. PERAN KOORDINASI KEBIJAKAN DABRAU
8EKRETARIAT DAKiRAH

STRUKTURAL BETDA IKeruAlj Raslen Hiikiiml
No Rincian NUai

1 Sekrcianft Datrflh 0 000 oon
2 Aftftistcn 11.000,000
3 Staf Ahl( 2,5(K),000
4 Kabai' 4 (HKI .OOn
5 Kasubbap 1OOO 000
6 sta/ di bci^ian uimun, ba^ii.m kmiufigan don PAKdloiusing 

ma.ftmk.' baeian
100.000

S|<J bapuin (kc«*ij<ili umnm IcpuaneAn Han PAKi 250.000
Baeian Hukura

No Rincian NUai
1 KeDal.i H.iPian 5,000,000
2 Kaftii bb.kP 2.000.000
.3 S(;i/ kcni.ih PAK 300.000



a Badan Pereneanaao, Penelitian daa Pen^eabangan Daerab |BP3D}
No Ninciaa NUa{

1 Kcpala O (JllO.I
r Srkre!aris 1.271

Kuaubbiiu 7SO.OLKJ
1 Kabid l.oon.iinn

5 Kaaubbid 7. >0,1 1
t> Sjftf di Sf*kreiariH( daj^ PAK di nitisiniF-masins bnlan? loo.oou
7 Staf di m.Jsmg-musing hidiing (kr<‘uali PAK) 200,000

in Insoektorat
No Rinciaa Nilal

1 inNE>ektur 7,fiU0,00(i
Srkreiar Is
Irban j ,270.<ioo

) K.isiihb.ik' * *1n,i 1'K 1
5, Stal di suhbae Attmmjsi iitsi dan limum 11 « i.lX-'.J
h Si#Jdi suliljag I'.v.iluaai thm P<,la(H>ran dan Subhaii

Pr rctu'jiii.ian
200,000

BadftQ Kooesawalan. Pendldikan dao PeUUbao Da«nh rBKP2D^
No RJacian NUai

1 KfDala G.o< lo.ooo
2 Si'kreliJUH i 2:)0,ilOi1
J KaSLiblhifc' / i0.niy,i
4 Kabid ) ,i» H (,nOo
'» Subbid V" 0,) » lO
f, Sta( ill Srkrciijruii dan I'AK di m.isme-musmc bid.iiix; 1 * lO.i ^i.;y
i Sfafdi ftiasine-jtj.jsms Ind.uic fk<'i*uali PAKI ji M >.t )00

V PERAN VISI STRATEGIS
DJnaa Penanaman Modal dan Pclavanan Teroadu Eatu Pintu ^DPMPTSPI

No Rincian NUai
I

1t d.OuO 1 '1
2 Sfkretans 1 'Ul
2 Ka&iu bhiiL* 7:^0.001!
t 1 (OiH 1 onr

'.1 Kubi 1,1 II )0
v> SiHl di Srkretanui dan I’AK di masint*-mnsine Iml.me lOO.UOO
! Slat di MMSine-masinG bKl.iiui ikccu.ili l‘AKI ,>i lO *11H1

VI. PERAN TATA KELOLA KEWl LAYAHAN

Kelurahan
No GraJan NUai tRpI

1 (All lb 1 (jno.oiKi
2 Srkn ians Lurnli ’a lU (K^( 1

No Uraiao NUai lRo4
1 Lumat 2.7.,)0.o00

7 Snkrntjins ('anao V I^O.oOO



in*T IKe 
Penataa

cuali UPT Pemeliharaan Jalas dan Irigaai pada Dinas Pekerjaan Uroum dan 
n Ruang Kabupatcn Bopolall dan UPT Pendidlkan Dasar dan Luar Sekolah
ton!

No UmUn NUaj mol
] ktroaia I-IT 7M).(^00.0tJ
2 Kdsubb^c TU 35O.au0.O()

U?T Pendldlkui Dasar dan Luar Sekolab Koeamatas

No Uraian Niloi
! KcnaJa VFT iTsoo.ftOn
2 Kasubbat TU f^O(MJOO

VII. PERAK LAYAKAK DASAR
Dinas Ksiebatan

No RJncian Nilai
1 Ki oala 0 000.OCX*)
2 Sckrt'tans 1.2 50. out)
3 Kiisubbao 750.UOO
4 K.nbid I .(«>0.000
3 Kasi 750.000
6 btaf di Sckivtariat dan PAK di masing masing bidang 

(KecuaJi staf di UPT)
mu.ooo

Siaf di musmB-musiiig bidang Ikecuali PAK dan HUif di UPT) 200.000

Dinas Pendidlkan
No Rlncian Nilai

1 Ki'oala 0.000.000
> Srkretaris ) 2.50.OOO

Kasubbat 7 50.000
•4 Kktbid 1.000.000
3 Kusi 750.000
h Staf dl Sckfetariat djui PAK lU maaing-mBsiDg bidiing 

(Kcruali siaf di UPT)
100.OOU

7 di masing-maaitui bidan^; ikccuaH PAK dan St.if di UPTJ 200 000

VIIT. Pendukunx Polaksanaan Tu(;as dan FunKsi DPRD
P«laksanaan Tnaas dan PunKsi DPRD

Sekretarlat DPRD
No Rlncian Nilai

1 Sfkreiaris 6 OOO.OOO
2 1 250.OOo
3 Kasubbat 7.50.000
4 star di masing masmg bagian 200.000



TX. PE RAN PEMBERDAYAAN DEfiA
DlAAS Peoiberdayaiin MatyarakAt Deaa

No RJncUn Nilai
1 Kcualii p>,oao.oo(;
2 Sc krc laris L.^SO.OOO
3 Kasiihhao 750.000
4 Kabici l.OOO.OUO
5 Ka.sj 7 so, 000

SUi/ cli Sckrrtariat clan PAK di maame-masme bidanp 100.000
1 Staf cli m.isirik' masmc' hidarip ikcruali PAK \ 20U 00()

BUPATI

I Bycvuwk t“ . fni
. I -c-I

r ■ -.

&ENO SAMOUKO



LAM PI RAN V
PERATURAN DUPAT} BOYOLALI 
NOMOR If TAHUN 2018 
TENTANG
PEM BERIAN TAMBAH A N
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI 
NEGERl SIPIL PA DA PEWERINTAH 
KABUPATEN ROYOLAU

BESARAN TPP OPERASIONAL

No Uraitin Nilai (Rp)

1 insoektur 1.500.000
2 fnspektur Pcmbantu 1.200.000
3 Auditor dan P2UPD 1.200.000
4 Sekretaris Inspektorai 1.200,000
5 Kasubbau 700.000
f) Scat Pdakaana Monilorinc Evaluasi tindak Inniur 700.000

BUPATI BOY0ULI<^

ISENO SAMODRO

T-
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MKAPITULASI CAPAlAK KINSRJA PERAKGKAT DA£RAH
Tabuo ...............

8KPD
BULAN

No Kama / Nip / 
PaB^ltat

Rata • Rata Capaian Klaerja
Pejabat Penllal/ 
Ataaaa LangaungRencaaa Raallaaai Capaian (%)

1 2 3 4 6
1
2
3
•1

()at

BoyolaJj.

Kepata............
Kabu paten Boyolali

Nama
NIP
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LAM PI RAN VU
PERATL1RAN BUPATI BOYOLALI 
NUMOR TAHUN2018 
TENTANC
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASllAN 
KEPADA PEGAWAl NROKRI SIPIL PADA 
PEMERINTAH KA HU PATEN DOYOLAU

REKAPITULASI PENGAJUAH PBNCAlRAN DAS PEMBAYARAN TPP

SKPD

No Kama / NIP / 
Pangkat

Pongajuan TPP
Jumlah Sutia. 
Dinamls. dan 
Oparafiional

PPh2l TPP yang 
dltcrlmakaoJumlah 

Stada (Rpl

Jumlah
Dinareia

{Rpl

Jumlab 
Oparaalonal 

IRp) “1

1 2 3 4 9 6(»3M«5} 7 B {•6-7\
1
j

>1
<isl

khusus Inspekiorat DarrAli
BovoIaU,

Kepala..................
Kabu paten Bovolali

Nama
NIP.
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LAMP! RAN VIJI
PKRATUKAN nUI’ATI BOYOLAU 
NOMOR IT TAHUN 2018 
TENTANG
PEMBfcHIAN TAMBAHAN PENOHASILAN 
K1?:PADA PEGAWAJ NEGERI SIPIL P.ADA 
PEMERINTAM KABUPATEN BOYOLAU

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH

SURAT PRRNYA>rAANTANGGUNG JAWAB MUTLAk

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP

Jnbaiai) :

U

Mcnyaiakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pt.Thitungan tambahan pcnghasilan yang berda&arkan Dafiar Rckapitulasi 

Kchadiran PNS yang tcrdapai pad a Daftar Pencrimaan Tarabahan

Pcnghasilan poda........................ {nama perangkai claerah)............ Kabupaten

BoyolaJi Bulan .......................... Tahun Anggaran ........................... tclah dibuai

dengan seixfnur-benamya.

2. Keabsahan Dafcar Rekapiculasi Kchadiran PNS dan daftar angka poin 1 

(sHiu) di atas menjadi lanRgurig jawab kami,

3. Apabila di kcmudian hari terdapat kdebihan alas pcmbayaran tambahan 

pcnghasiian, kami berscdio menyetorkan kdebihan lersebut kv kas dacrah.

Demikian pcrnyutoan ini kami buat dengan sebenar benamya dan imtuk
dip^yrgunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali,
Kepala Perangkal Dacrah»

Pai^ai
NIP.

i'

\

BUPATI BOYOIJVLl(^

SAMODRO
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